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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subbahanahuwata’ala atas

segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 merupakan laporan tahun keempat dari

pelaksaan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013 -2018 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap Kepala Daerah wajib

menyusun laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya

kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan ini juga merupakan media akuntabilitas yang merinci

pertanggungjawaban dari amanah yang diemban pemerintah daerah sebagai

pengguna sumber daya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah

serta menginformasikannya terkait dengan pencapaian sasaran strategis yang

diukur dengan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip

transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, perbaikan yang terus

menerus akan terus Kami lakukan seperti pengembangan dan mensinkronkan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dengan sistem perencanaan

dan sistem penganggaran, peningkatan SDM, pengembangan anggaran

berbasis kinerja dan manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja dan

manajemen kinerja dimasa yang akan datang dan masih terdapatnya beberapa

indikator yang belum sesuai dan mencapai target yang diharapkan. Berkenaan

dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman

Tahun 2013 – 2018, dimana Visi Pembangunan Kota Pariaman adalah

“PARIAMAN SEBAGAI  KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF
BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA”.

Visi tersebut diwujudkan melalui beragam misi, kemudian dijabarkan

kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun 2017. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 merupakan Laporan Kinerja

Tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018.

Untuk mewujudkan misi yang diemban, Pemerintah Kota Pariaman

Tahun 2017 telah menetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota

Pariaman 35 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 111

Indikator Kinerja.

Adapun rata-rata capaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun

2017 meliputi :

Misi 1 : Membangun sumberdaya manusia yang berkompetensi,
Berbudaya, Beriman dan Bertaqwa  melalui Penguasaan Iptek
serta memiliki etos kerja yang tinggi

Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan dan kulitas

pendidikan yang didukung dengan 13 ( tiga belas ) indikator

kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 321%.

Sasaran 2 : Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal yang

didukung dengan 1 ( satu) indikator kinerja dengan rata- rata

capaian sebesar 100%.

Sasaran 3 : Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan

masyarakat dan tata pemerintahan yang didukung dengan 3

( tiga ) indikator dengan rata-rata capaian sebesar  202%.

Sasaran 4 : Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya,

beriman dan bertaqwa di dukung dengan 2 (dua) indikator

kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 95%.
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Sasaran 5 : Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat

istiadat dan budaya yang didukung dengan 2 ( dua )

indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 124%.

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota

Pariaman yang didukung dengan 8 ( delapan ) indikator

kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 69%.

Sasaran 7 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman

yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan

capaian rata- rata sebesar  78%

Sasaran 8 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan

capaian rata- rata sebesar 98.9%

Misi 2 : Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan Daya
Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi
Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya  Produksi dan produktivitas komoditi tanaman

pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan yang

berkelanjutan  dan berwawasan lingkungan  yang didukung

dengan 9  (sembilan) indikator kinerja dengan capaian rata-

rata sebesar 278%;

Sasaran 2 : Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan daerah

yang didukung dengan 3  (tiga) indikator kinerja dengan

capaian rata- rata sebesar 178%;

Sasaran 3 : Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian

yang didukung dengan 1  (satu) indikator kinerja dengan

capaian rata- rata sebesar 90%;

Sasaran 4 : Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya

dan perikanan tangkap yang didukung dengan 2  ( 2 )

indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 100%;

Sasaran 5 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan dan petani ikan

yang didukung dengan 3  ( tiga ) indikator kinerja dengan

capaian rata- rata sebesar 110%;
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Sasaran 6 : Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap

sumber daya kelautan dan perikanan yang didukung dengan

2 ( dua ) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar

87%;

Sasaran 7 : Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri, UMKM dan

usaha Ekonomi Kreatif dan Profesional yang didukung

dengan 2  ( dua ) indikator kinerja dengan capaian rata- rata

sebesar 91.6%;

Sasaran 8 : Tersedianya pasar  yang representative dan nyaman yang

didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian

rata- rata sebesar 100%;

Sasaran 9 : Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan

yang berlaku yang didukung dengan 2  (dua) indikator

kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 120.30%;

Sasaran 10 : Meningkatnya jumlah industri kreatif dan komoditi unggulan,

didukung dengan 3  ( tiga ) indikator kinerja dengan capaian

rata- rata sebesar 102%;

Sasaran 11 : Meningkatnya Pembangunan, pengembangan, penataan

dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta

prasarana pendukung yang didukung dengan 3  ( tiga )

indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 80%;

Sasaran 12 : Meningkatnya promosi wisata secara konsisten, baik dalam

lingkup regional, nasional dan internasional yang didukung

dengan 5  (lima) indikator kinerja dengan capaian rata- rata

sebesar 112%;

Sasaran 13 : Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Budaya

Daerah yang mendukung Pariwisata yang didukung dengan

2  ( d) dua dikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar

100%;

Sasaran 14 : Meningkatnya jumlah penanaman modal yang didukung

dengan  2 ( dua ) indikator kinerja dengan capaian rata- rata

sebesar 128.2%;



vi

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih
mandiri

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah yang

didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata- rata

capaian sebesar 98%;

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang

didukung dengan 1 ( satu ) indikator kinerja dengan rata-

rata capaian sebesar 100%;

Sasaran 3 : Terlaksananya Akuntabilitas dan Birokrasi Pemerintah

berbasis  Web dan secara Online ( E-Government ) yang

didukung dengan 2 ( dua ) indikator kinerja dengan rata-rata

capaian sebesar 97%;

Sasaran 4 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik

yang didukung dengan 6 ( enam ) indikator kinerja dengan

rata- rata capaian sebesar 103%;

Sasaran 5 : Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah yang didukung

dengan 2 ( dua ) indikator kinerja dengan rata- rata capaian

sebesar 80%;

Sasaran 6 : Terwujudnya peñatausahaan keuangan dan pengelolaan

asset daerah yang akurat dan akuntabel, Indikator kinerja 3

( tiga ) dengan rata- rata capaian sebesar 100%;

Sasaran 7 : Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan

pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan

produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel

yang didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-

rata capaian sebesar 99.05%;

Sasaran 8 : Menurunnya Angka Pengangguran yang didukung dengan 2

( dua ) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar

479%;

Sasaran 9 : Mengurangi Tingkat kemiskinan daerah yang di dukung

dengan 5 ( tiga ) indikator kinerja dengan rata-rata capaian

sebesar 100%;
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Misi 4 : Optimalisasi Hasil Pembangunan dan Sarana Prasarana Daerah
Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan
Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata
Ruang dan Mitigasi Bencana

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan

pembangunan yang berkelanjutan yang di dukung dengan 3

(tiga) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar

100%;

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah

di dukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata- rata

capaian sebesar 167%;

Sasaran 3 : Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan

masyarakat dan tata pemerintahan yang didukung dengan 4

( empat ) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar

173%.

Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan

komunikasi serta informatika dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan 2 (dua)

indikator dengan rata- rata capaian sebesar 100%.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Pariaman awalnya merupakan Kota Administratif yang

berada dalam Wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pembentukan Kota

Administratif Pariaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33

Tahun 1986 yang diresmikan 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Soepardjo Roestam dengan melantik Adlis

Legan Bc .An. sebagai Walikota Administratif Pariaman.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  melalui  teleksnya

Nomor T.051/305/Otda Tanggal 8 Mei 2001, memberi peluang untuk

peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom.

Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Walikota Administratif

saat itu Drs. Firdaus Amin bersama perangkat daerah, tokoh masyarakat

dan komponen masyarakat lainnya, melakukan pengkajian-pengkajian,

dan mengekspos hasil kajian tersebut di Jakarta. Kemudian

ditindaklanjuti dengan kunjungan Tim Independen CRAIS. Akhirnya,

melalui Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung tanggal 11 Maret

2002 disetujui Pembentukan Kota Otonom Pariaman dengan

ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang

Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari

3 Kecamatan, 55 Desa dan 16 Kelurahan. Kemudian berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009, Kota Pariaman

dimekarkan menjadi empat kecamatan, yakni Kecamatan Pariaman

Selatan, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur dan

Kecamatan Pariaman Utara. Namun demikian jumlah desa/kelurahan

tidak mengalami perubahan, tetap 55 desa dan 16 kelurahan. Kondisi

saat ini adalah Kecamatan Pariaman Selatan terdiri dari 16 Desa,

Kecamatan Pariaman Tengah terdiri dari 16 Kelurahan dan 6 Desa.

Kecamatan Pariaman Timur terdiri dari 16 Desa serta Kecamatan

Pariaman Utara terdiri dari 17 Desa.
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Adapun nama-nama Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sejak

mulai terbentuknya Kota Administratif Pariaman sampai dengan

sekarang:

1. Drs. ADLIS LEGAN (1987 s/d 1993)

2. Drs. MARTIAS MAHYUDDIN, M.Sc (1993 s/d 1998)

3. Drs. FIRDAUS AMIN (1998 s/d 2003)

4. Drs. SULTANI WIRMAN (Agustus s/d Oktober 2003)

5. NASRI NASAR, SH dan Ir. MAHYUDDIN (2003 s/d 2008)

6. Ir. MAHYUDDIN ( 22 Feb 2007 s/d 9 Oktober 2008)

7. Drs.MUKHLIS RAHMAN, MM dan HELMI DARLIS, SH, S.PN (2000

s/d 2013 )
8. Drs.MUKHLIS RAHMAN,MM dan DR.GENIUS UMAR,S.Sos.Msi (2013 s/d

2018)

Pemerintah Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dibantu oleh perangkat Daerah, yang

dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

A. Walikota dan Wakil Walikota Pariaman

1. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan

2. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

3. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan

B. Sekretaris Daerah membawahi 3 Asisten yaitu :

1. Asisten Tata Pemerintahan

 Bagian Pemerintahan

 Bagian Hukum dan HAM

 Bagian Organisasi dan Aparatur

2. Asisten Perekonomian

 Bagian Ekonomi dan Pembangunan

 Bagian Keuangan

 Bagian Kesejahteraan Rakyat
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3. Asisten Administrasi Umum

 Bagian Umum dan Protokoler

 Bagian Aset

 Bagian Kearsipan dan Perpustakaan

4. Kelompok Jabatan Fungsional

B. SEKRETARIAT DPRD

C. INSPEKTORAT

D. DINAS

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

5. Dinas Sosial

6. Dinas Pertanian dan  Pangan

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

8. Dinas Komunikasi dan Informatika

9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja

10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah

12. Dinas Lingkungan Hidup

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14. Dinas Perhubungan

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

16. Dinas Perikanan

17. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

E. BADAN

1. Badan Perencanaan Penelitian  dan Pengembangan Daerah

2. Badan Keuangan Daerah

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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G. KANTOR

1. Kantor Kesbangpol & Linmas

2. Kecamatan.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan

pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras

dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud

dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan

dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk

dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan Laporan

Kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah ( LAKIP )

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

kinerja Pemerintah Kota Pariaman.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di buat dalam rangka

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu

sistem akuntabilitas yang memadai.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk

mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam
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dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini

dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja

dan capaian kinerja.

1.2. Letak, Luas Dan Batas Wilayah

Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara 00 0 33 ‘ 00 “–

00 0 40 ‘ 43 “ Lintang Selatan dan 100 0 04 ‘ 46 “–100 0 10 ‘ 55 “ Bujur

Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar 73,36 Km 2, dengan

panjang garis pantai 12,00 Km2. Luas daratan daerah ini setara dengan

0,17 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat dengan

6 buah pulau-pulau kecil  yaitu : Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau

Ujung, Pulau Tangah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai

lebih kurang 12,7 kilometer.

Letak geografis Kota Pariaman di daerah perlintasan antara

beberapa kota di Sumatera Barat khususnya dan regional umumnya

merupakan faktor strategis bagi kota ini. Jalan raya Padang-Lubuk

Basung dan Pasaman Barat merupakan jalan negara yang penting

bagi pemerintah, karena itu kondisinya selalu terjaga dengan baik.

Kondisi ini menguntungkan bagi kota Pariaman. Disamping dilalui oleh

lalu-lintas barang, Kota Pariaman juga memiliki kawasan pesisir yang

terbentang dengan potensi perikanan dan pariwisata yang tinggi.

Dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan pariwisata, maka

posisi Kota Pariaman sebagai pusat perdagangan hasil pertanian dan

pariwisata pantai akan menjadi semakin penting.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2016 penduduk

Kota Pariaman berjumlah 85.691 jiwa, yang tersebar di 4 (empat)

Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara jumlah penduduk 21.446

jiwa, Kecamatan Pariaman Tengah 30.457 jiwa, Kecamatan Pariaman

Selatan jumlah penduduk 18.262 jiwa dan Kecamatan Pariaman Timur

jumlah penduduk 15.526 jiwa. Batas administrasi Kota Pariaman

adalah :

 Sebelah Utara dengan Kec. V Koto Kampung Dalam (Kab. Padang

Pariaman).
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 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Nan Sabaris (Kab.

Padang Pariaman).

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto (Kab.

Padang Pariaman).

 Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Wilayah Kota Pariaman yang diapit oleh Kabupaten Padang

Pariaman dan Samudera Indonesia ini mempunyai kedudukan

strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya, dan juga

diperkuat oleh dukungan aksesibilitas terhadap Kabupaten Padang

Pariaman yang akan mendorong akselerasi peningkatan status

perekonomian masyarakat Kota Pariaman. Untuk lebih jelasnya secara

administrasi Kota Pariaman dapat dilihat pada :

gambar 1.1

Peta Administrasi Kota Pariaman
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 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Nan Sabaris (Kab.

Padang Pariaman).

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto (Kab.

Padang Pariaman).

 Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Wilayah Kota Pariaman yang diapit oleh Kabupaten Padang

Pariaman dan Samudera Indonesia ini mempunyai kedudukan

strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya, dan juga

diperkuat oleh dukungan aksesibilitas terhadap Kabupaten Padang

Pariaman yang akan mendorong akselerasi peningkatan status

perekonomian masyarakat Kota Pariaman. Untuk lebih jelasnya secara

administrasi Kota Pariaman dapat dilihat pada :
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1.3. TOPOGRAFI

Kota Pariaman yang berada di bagian Pantai Barat Pulau

Sumatera, memiliki jenis batuan resen dan tuna vulkan. Keadaan

topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-

sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh tiga

buah sungai, yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman

Utara, Batang Piaman yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan

Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan.

Ketinggian permukaan wilayah Kota Pariaman sangat berpariasi

mulai dari daratan datar ,bergelombang, curam dan sangat curam.

Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis

morfologi dataran dengan ketinggian antara 0-15 meter. Karena terletak

di tepi pantai pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah

yang landai.

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang

sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang

sangat pendek.

Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 378.7 mm, dengan lama

hari hujan 16 hari per bulan. dengan tempratur berkisar antara 25.3°

Celcius – 29.2° Celcius dengan rata-rata tempratur 26,8° Celcius,

tekanan udara berkisar 996.4° Nbs, dengan kelembaban udara rata-

rata 84.4%

1.4. TIPOLOGI & PENGGUNAAN LAHAN

Jenis tanah yang ada di kota Pariaman antara lain tanah orgasol,

latosol, dan regosol. Kemampuan tanah meliputi beberapa faktor antara

lain tekstur tanah, drainase, kedalaman efektif, lereng dan faktor

pembatas lainnya. Keadaan tekstur tanah dibedakan antara tektur tanah

halus, sedang dan kasar. Penyebaran tekstur di Pariaman yaitu tekstur

halus seluas 2.636 ha (35,93 %) dan tekstur kasar 4.707 ha (64.07 %).

Luas kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm dan rincian menurut

kelerengan berkisar antara 0 – 8% .

Lahan Kota Pariaman dimanfaatkan untuk mendukung berbagai

kegiatan seperti pertanian, perdagangan, perumahan maupun
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pembangunan berbagai fasilitas pelayanan, pemanfaatan wilayah dan

status penggunaan lahan.

Kemampuan tanah berdasarkan drainase sebagian besar wilayah

Kota pariaman termasuk kategori tidak pernah tergenang. Sementara itu

dari segi kedalaman efektif tanah hampir keseluruhan wilayahnya adalah

lebih dari 90 cm dan termasuk kawasan budidaya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman merupakan

salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat

kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good

governance dan dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik, disamping itu juga menjadi salah satu alat untuk

mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah

Kota Pariaman. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang

tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi sumber

untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan

yang akan datang dan sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan

kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik

1.6. Analisis Isu-Isu Strategis Pada Pemerintah Kota Pariaman

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu

strategis  juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting/keadaan

yang apabila  tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak

dimanfaatkan.
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Adanya identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat

dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksud agar

pemerintah daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan

lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat

dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam

yang tidak boleh diabaikan.

Hasil analisis kondisi wilayah dan kecendrungan perkembangan

wilayah di masa mendatang mendorong stakehholder untuk menyiapkan

strategis yang terpadu dan komprensif dalam menjawab kebutuhan

pembangunan dari sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.Untuk

melaksanakan kebijakan pembangunan tersebut diperlukan analisis isu-

isu strategis yang ada pada Kota Pariaman :

 Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat

Kesiapan akhlak, mental dan keagamaan masyarakat perlu

diberikan perhatian lebih untuk mengantisipasi dampak negatif dari

aktivitas pariwisata. Terjadinya dekadensi moral ditengah masyarakat

akan menjadi hambatan utama dalam membangun daerah. Salah satu

indikator yang dapat melihat berkurangnya pengamalan nilai-nilai

agama adalah meningkatnya angka kriminalitas. Kasus-kasus yang

meningkat signifikan adalah penipuan, curanmor, perkosaan/

pencabulan dan kasus penganiayaan berat ( anirat ). Karakter dari

kasus tersebut, berimplikasi langsung dengan sikap moral dan akhlak

masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan upaya

mengintegrasikan nilai-nilai agama, akhlak mulia dan adat istiadat

kedalam mata pelajaran setiap jenjang pendidikan tingkat pelajar.

Kualitas dan kuantitas jam pelajaran keagamaan secara khusus akan

ditambah  baik mulai  dari teori  sampai aplikasi. Selain itu, dimintakan
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peran serta keluarga dan masyarakat dalam penerapan dan aplikasi

nilai agama, akhlak mulia dan adat dalam kehidupan.

 Pendidikan Yang Berkarakter Dan Berwawasan Global

Pembangunan manusia harus seimbang antara moral dan

intelektualitas. Untuk menyeimbangkan pembangunan pendidikan di

Kota Pariaman, harus diintegrasikan nilai-nilai moral, akhlak mulia, budi

pekerti dan keagamaan kedalam setiap mata pelajaran yang

mendukung. Perspektif pendidikan karakter adalah peranan pendidikan

dalam membangun karakter peserta didik yang berbudi pekerti.

Pendidikan karakter adalah upaya penyiapan kekayaan batin peserta

didik yang berdimensi agama, sosial,budaya, yang mampu diwujudkan

dalam bentuk budi pekerti, baik  dalam perbuatan, perkataan, pikiran,

sikap, perasaan, maupun kepribadian. Dalam pembangun jangka

menengah ini, pendidkan berkarakter dijadikan salah sati isu strategis

yang perlu diperhatikan.

 Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota

Pariaman, kualitas kesehatan tidak dapat dikesampingkan. Angka

harapan hidup masyarakat Kota Pariaman tahun 2015 sebesar 70

tahun. Pelayanan kesehatan akan diprioritaskan pada peningkatan

kualitas tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan jaminan

pemeliharaan kesehatan yang dapat dirasakan secara merata oleh

seluruh lapisan masyarakat.

 Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan tetap dijadikan isu strategis dalam

pembangunan Kota Pariaman. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya

mengangkat perekonomian penduduk miskin juga peningkatan

pendapatan seluruh masyarakat sehingga potensi kemiskinan masa

depan dapat dikurangi. Upayanya dilakukan melalui pengutamaan

penanganan penduduk miskin dalam pembangunan sosial dan
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ekonomi seperti   pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan

pendapatan penduduk miskin “by name by address” . persentase

kemiskinan tahun 2012 sebesar 5,02 % akan di tekan mencapai 3 %

pada tahun 2018  melalui  program-program strategis pada setiap

SOPD.

 Penyediaan Infrastruktur Dasar Yang Bermutu

Dalam mewujudkan visi Kota menjadi Kota Tujuan Wisata dan

Ekonomi Kreatif, infrastruktur menjadi modal utama pencapaiannya.

Infrastuktur yang berkualitas akan menjadi jaminan kenyamanan

beraktivitas masyarakat utamanya pengunjung Kota Pariaman.

Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, drainase dan pelayan air

bersih akan diupayakan pada standar Kota Pariwisata Nasional. Selain

itu, pembukaan akses baru ke daerah tetangga juga akan dijadikan

issue strategis yang perlu menjadi  perhatian pemerintah daerah selain

infrastruktur dasar yang merupakan kewajiban utama pemerintah

daerah.

 Iklim Investasi yang Kondusif

Pembangunan suatu daerah tidak akan berjalan baik jika hanya

mengandalkan pemerintah saja. Dibutuhkan kebersamaan dari pihak

swasta untuk mengembangkan usaha dan perekonomian di Kota

Pariaman.Penciptaan iklim usaha yang kondusif menjadi strategis

untuk menarik perhatian investor berinvestasi di Kota

Pariaman.Investasi  yang diharapkan tidak terbatas dalam skala besar,

akan tetapi pemberdayaan jiwa interpreneur masyarakat untuk

berusaha akan selalu diupayakan. Untuk mewujudkan hal ini,

kemudahan perizinan  dan fasilitas investor  dalam berusaha akan

terus diutamakan.

 Pelestarian Seni dan Budaya Daerah

Upaya pelestarian kesenian dan budaya daerah akan

mendapatkan  perhatian khusus dalam pembangunan jangka

menengah daerah Kota Pariaman. Karena hal ini akan berimplikasi

langsung dengan pencapaian target visi kota menjadi kota wisata dan
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ekonomi kreatif. Keberadaan budaya  asli minangkabau akan tetap

dilestarikan dengan memberikan ruang khusus dalam  pengembangan

budaya lain.

Perlombaan pidato adat, pidato pasambahan, dan randai akan di

giatkan untuk merangsang pelestarian adat dan budaya daerah.

 Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan

Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya

pembangunan yang berkelanjutan adalah kesiapan generasi muda

untuk menerima tongkat estafet pembangunan. Keberadaan pemuda

yang kreatif dan inovatif akan mempermudah pelaksanaan

pembangunan di tingkat desa dan kelurahaan.Pembinaan kelompok

muda yang diarahkan menjadi lebih produktif dan proaktif dalam

pembangunan. Pemerintah perlu mengarahkan semangat dan pikiran

inovatif dari generasi muda dalam membangun daerahnya.

Diharapkan, dengan adanya generasi muda yang baik, keberlanjutan

pembangunan di Kota Pariaman tidak akan terputus antar periodenya.

 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

Isu strategis lainnya juga menentukan keberlanjutan

pembangunana di Kota Pariaman adalah  penatalaksanaan pemerintah

yang baik. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah harus disikapi dengan memberikan pelayanan yang

optimal, pengelolaan pemerintah yang bersih, inovatif dan

profesional.Karena itu, Konsep Good Governance and Clean

Government harus dijadikan prioritas dalam melaksanakan birokrasi

pemerintahan ini.

 Perencanaan Keparawisataan yang Terintegrasi dengan
Perencanaan  Kota

Sektor keparawisataan akan tetap dijadikan isue strategis dalam

pembangunan jangka menengah daerah. Ditengah persaingan dunia

pariwisata dengan daerah lain di Sumatera Barat dan   Nasional

dibutuhkan konsep dan perencanaan yang matang dalam

pembangunabn sektor pariwisata Kota Pariaman. Pariwisata harus
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dijadikan prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan di Kota

Pariaman secara fidik dan non fisik.Keunggulan pariwisata dengan

konsep budaya lokal yang identik pada Kota Pariaman harus

dimaksimalkan dengan kombinasi objek wisata rekreasi.

 Produk Industri Kecil Dan Menengah Yang Bermutu Dan Bardaya
Saing

Dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh, peran

industri kecil dan menengah harus diutamakan. Di Kota Pariaman

sektor industri yang berkembang didominasi oleh industri kecil dan

menengah yang berbasis  rumah tangga. Keberadaan industri bordir,

Industri Ladu dan Sala Lauak perlu mendapatklan perhatian lebih

mengingat keterpaduannya  dengan sektor pariwisata dan dapat

menyentuh  langsung ekonomi masyarakat Kota Pariaman.

 Pemberdayaan Masyarakat dan Kesetaraan Gender

Keberadaan masyarakat yang hidup berdampingan dan masih

menjaga khasanah budaya gotong royong akan dijadikan kekuatan

dalam pembangunan Pariaman. Membangun sinergi yang kuat antara

pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat akan

tetap diprioritaskan. Keberadaan LPM, kelompok Masyarakat, Karang

Taruna dan tokoh masyarakat akan dimanfaatkan untuk

mempermudah pembangunan di tingkat Desa dan Kelurahan. Selain

itu, penyetaraan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan akan

terus di tingkatkan untuk menjaga konsistensi perempuan dalam

pembangunan.

1.7. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman

Strategi dan arah kebikajkan pembangunan Kota Pariaman

dilihat dari visi dan misi dan Kota Pariaman, sedangkan visi adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan  pada akhir periode

perencanaan atau visi juga dapat diartikan gambaran perwujudan masa

depan yang diinginkan.
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Adapun tujuan ditetapkan visi antara lain untuk memberikan

arah dan fokus strategis yang jelas, menjadi perekat dan memyatukan

berbagai gagasan strategik dan menumbuhkan komitmen seluruh jajaran

dalam organisasi serta menjamin kesinambungan kepemimpinan

organisasi. Visi Pembangunan Kota Pariaman Jangka Menengah
Tahun 2013-2018 adalah: “PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN
WISATA DAN EKONOMI KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN,
BUDAYA DAN AGAMA”

Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi atau misi adalah kondisi

yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat tercapai

dengan memperhatikan kondisi objektif daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman

Sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Lingkungan,

Budaya dan Agama maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai

berikut:

Misi 1 : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Berkompetensi,
Berbudaya, Beriman Dan  Bertaqwa Melalui Penguasaan
Iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi
Misi membangun sumberdaya manusia yang memiliki

kompetensi, berbudaya, beriman dan bertaqwa melalui

penguasaan iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi

ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf

pendidikan masyarakat dengan ukuran penilaian  dilihat dari

indeks Pembangunan Manusia (IPM).
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Misi 2 : Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan
Daya Saing Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Berdasarkan Potensi Daerah.
Misi penguatan struktur perekonomian melalui peningkatan

daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif  berdasarkan

potensi daerah dicapai dengan mengembangkan

perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi

kerakyatandengan memberdayakan masyarakat yang

bertumpu pada pengembangan potensi lokal berbasis

agribisnis dan agroindustri sehingga mendorong penciptaan

lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan
Bersih Serta Mampu Mendorong Dunia Usaha Dan
Masyarakat Lebih Mandiri
Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih  serta mampu mendorong dunia usaha dan

masyarakat lebih mandiri dicapai melalui  perwujudan sistem

hukum dan tata kelola pemerintah yang baik merupakan

persyaratan yang tidak kalah  pentingnya untuk dapat

mendorong proses pembangunan daerah secara cepat  dan

merata.

Misi 4 : Optimalisasi Hasil Pembangunan Dan Sarana Prasarana
Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan,
Kesesuaian Tata Ruang Dan Mitigasi Bencana.
Misi optimalisasi hasil pembangunan dan sarana prasarana

daerah dalam menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian

tata ruang dan mitigasi bencana dicapai dengan

pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan mencapai

masyarakat yang sehat dan berkelajutan dalam jangka

panjang.
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Untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan,

maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi

Pemerintah Kota Pariaman maupun stakeholder dalam melaksanakan

pembangunan di Kota Pariaman serta sebagai dasar untuk menentukan

indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi 1 ini adalah :
 Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan mutu

pendidikan wajib belajar 12 tahun yang didukung oleh sarana dan

prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional

serta peningkatan tata kelola pendidikan baik formal dan non formal.

 Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi

 Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan

bertaqwa

 Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial

masyarakat.

Sasaran Strategi untuk Misi 1
Untuk mencapai sasaran yang dinyatakan pada Misi 1, ditempuh dengan

sasaran strategi :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan.

2. Pengembangan pendidikan formal dan non formal.

3. Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat

dan tata pemerintahan.

4. Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan

bertaqwa.

5. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai adat istiadat dan

budaya.

6. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Pariaman.

7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman .

8. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Arah Kebijakan untuk Misi 1
Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah:
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 meningkatkan kualitas pendidikan dan produk lulusan SMK yang

memiliki keahlian dan mampu bersaing dipasar kerja nasional dan

internasional;

 Meningkatkan kualitas lulusan SMA yang dapat diterima oleh

Perguruan Tinggi ternama/favorit;

 Pelaksanaan kegiatan School Net pada setiap jenjang pendidikan

(SD, SMP, SMA/SMK);

 Wajib belajar 12 tahun yang bebas biaya dan berkualitas;

 Optimalisasi perpustakaan daerah dan sekolah

 Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan

sarana pendukung pembelajaran yang memadai

 Peningkatan akses pendidikan melalui penyediaan sarana

transportasi gratis yang berkualitas dan memadai

 Penyiapan tenaga pendidik yang sesuai

 Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana belajar pendidikan

non formal

 Fasilitasi kegiatan PKBM dan lembaga pendidikan keterampilan

(sanggar belajar)

 Meningkatkan sarana informasi dan telekomunikasi setiap wilayah

 Meningkatnya informasi melalui media massa

 Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di sekolah dan

masyarakat

 Mendalami pemahaman dan pengalaman ajaran agama dan adat

istiadat

 Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat

 Meningkatkan peran Lembaga, Pemuka Adat dan Tokoh Agama

 Peningkatan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam

pemberantasan penyakit masyarakat

 Meningkatkan kualitas akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan

yang bermutu, mudah, merata dan terjangkau

 Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran tenaga

kesehatan sesuai dengan kebutuhan
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 Melanjutkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat

 Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan

prasarana pendukung kesehatan

 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan

dalam prilaku hidup sehat dan bersih

 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih melalui peyananan

sanitasi dasar dan sanitasi umum

 Meningkatkan kualitas advokasi masyarakat dalam pengembangan

hidup sehat terhadap masyarakat

 Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender, mewujudkan

pemenuhan hak anak dan norma keluarga kecil bahagia sejahtera.

Tujuan yang hendak dicapai dalam Misi 2 adalah :
 Meningkatnya produksi pertanian, perikanan untuk peningkatan taraf

hidup petani, nelayan serta untuk mendukung ketahanan pangan

 Pemberdayaan usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

 Pengembangan Pariwisata Daerah

 Peningkatan Investasi Daerah

 Perluasan kesempatan bekerja, berusaha, perlindungan tenaga kerja

dan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat lokal,

nasional dan internasional

Sasaran Strategi untuk Misi 2 adalah :

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi tanaman pangan

dan holtikultura, peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan.

2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan daerah.

3. Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian.

4. Meningkatnya populasi dan produksi peternakan.

5. Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan

perikanan tangkap

6. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan nelayan dan petani ikan
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7. Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya

kelautan dan perikanan

8. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir, pulau dan

laut.

9. Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri, UMKM dan usaha

ekonomi kreatif dan profesional.

10. Tersedianya pasar yang representative, bersih, aman dan nyaman.

11. Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku.

12. Meningkatnya jumlah industri kreatif dan komoditi unggulan

13. Fasilitasi Pembentukan Industri Kreatif

14. Meningkatnya pembangunan, Pengembangan, Penataan dan

Pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana

pendukung.

15. Meningkatnya promosi wisata secara konsisten baik dalam lingkup

regional nasional dan internasional.

16. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang

mendukung pariwisata.

17. Meningkatnya jumlah penanaman modal

Arah kebijakan untuk Misi 2 adalah :

 Peningkatan produktifitas produksi dan daya saing pertanian tanaman

tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan

 Peningkatan kemampuan petani dan lembaga pendukung

 Perluasan akses petani dalam pengembangan usaha melalui

teknologi informasi serta penyediaan sarana dan prasarana

 Penyusunan kebijakan teknis pencegahan alih fungsi lahan pertanian

 Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman

pangan, holtikultura dan perkebunan

 Peningkatan pelayanan umum di bidang kehutanan

 Penyediaan cadangan pangan yang berkualitas

 Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan

bahan pangan
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 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap mutu pangan,

distribusi dan pengolahan bahan pangan

 Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil

 Pengembangan sentra produksi ternak melalui komoditi unggulan

 Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit ternak

 Promosi dan pemasaran hasil produksi peternakan

 Pengembangan kawasan air payau, air tawar dan pembudidayaan

ikan serta pengembangan sumber daya perairan umum

 Peningkatan produksi serta sarana dan prasarana perikanan tangkap

 Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan

sumber daya perikanan

 Peningkatan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan

 Meningkatkan pengawasan dan pengedalian serta kualitas sumber

daya kelautan dan perikanan

 Pemanfaatan potensi sumber daya pesisir, pulau dan laut berbasis

lingkungan

 Meningkatkan kesejateraan masyarakat pesisir melalui mata

pencarian alternatif

 Mendorong tumbuh dan kembangnya Kopersi dan UMKM

 Promosi perdagangan dalam negeri dan luar negeri

 Peningkatan kemampuan ekonomi dan wirausaha masyarakat melalui

lembaga keuangan

 Pembangunan pasar yang representatif dan nyaman

 Perlindungak konsumen dan pengamanan perdagangan

 Memfasilitasi peningkatan SDM melalui pelatihan dan magang

 Penyusun Rencana Pengembangan Kawasan Industri

 Memfasilitasi bantuan berupa peralatan, modal dan pemasaran

 Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

 Memfasilitasi pembentukan kelompok industry kreatif baru

 Meningkatkan SDM pelaku industry kreatif

 Penyiapan infrastruktur fisik penunjang kepariwisataan

 Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat

secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan
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 Penyelenggaraan iven-iven wisata berkala regional, nasional dan

internasional

 Melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah

 Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam

pelestarian seni daerah

 Meningkatkan jaminan keamanan dan kepastian hokum bagi investor

 Meningkatkan pelayanan investasi melalui kemudahan,

penyederhanaan, perizinan penanaman modal

Tujuan yang hendak dicapai dalam Misi 3 adalah :
 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

melalui pemantapan reformasi birokrasi

 Mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat

 Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam

rangka pembiayaan pembangunan

 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif dan

partisipatif

 Perluasan kesempatan bekerja, berusaha, perlindungan tenaga kerja

dan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat lokal,

nasional dan internasional

 Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dalam upaya

peningkatan kesejahteraan.

Sasaran Strategi untuk Misi 3 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah

2. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Daerah

3. Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis web

dan secara online ( E-Government )

4. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di setiap SKPD

5. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik

6. Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

7. Ditemukannya Konsep dan terobosan yang baru dalam rangka

peningkatan pendapatan daerah
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8. Terwujudnya penatausahaan dan pengelolaan aset daerah yang

akurat dan akuntabel

9. Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang

efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang

aspiratif, aplikatif dan akuntabel

10.Menurunnya angka pengangguran

11.Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja

12. Meningkatnya jaminan perlindungan tenaga kerja

13. Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Arah Kebijakan untuk Misi 3 adalah :

 Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik dan bersih

 Pemantapan sistem birokrasi yang berkeadilan dan menbuka peran

serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan

pembangunan,

 Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan

melayani

 Meningkatkan  pengetahuan, pemahaman dan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan

 Meningkatkan sistem informasi dan data yang jelas, akurat dan

mudah di akses tentang pengelolaan pemerintahan,

 Menyempurnakan Sistem Organisasi dan tata kerja yang efektif dan

efisien

 Menerapakan sistem dan prosedur Reward and Punishmaent dalam

upaya meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai

 Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya,

 Meningkatkan pelayanan administrasi  kependudukan yang

terintegrasi dengan kebutuhan universal

 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat

pemerintahan terendah

 Menyempurnakan data administrasi  kependudukan
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 Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penatausahaan dan

penggunaan anggaran daerah

 Meningkatkan kerja sama dengan pihak  swasta untuk berinvestasi

dalam pembangunan daerah

 Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah

 Meningkatkan  kualitas musrenbang daerah

 Meningkatkan terwujudnya pembangunan partisipatif yang

melibatkan masyarakat

 Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas dengan

didasari oleh analisa studi yang baik

 Membuka  lapangan kerja baru dan memperbesar  peluang dan

kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja lokal

 Membangun kerjasama dengan pelaku bidang dunia usaha dalam

penyaluran tenaga kerja

 Membangun BLK dan pemberdayaan lembaga pendidikan non

formal yang dibutuhkan pasar kerja industri dan jasa

 Meningkatkan keterampilan kompetensi pencari kerja

 Optimalisasi penerapan PERDA tentang ketenagakerjaan

 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja

 Meningkatkan efektifitas penggunaan data kemiskinan

 Meningkatkan efektifitas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan

Kota Pariaman

 Meningkatkan kapabilitas/kemampuan aparatur dalam

menanggulangi kemiskinan pada semua tingkatan

 Membangun jejaring kerjasama antara pemerintah,  swasta dan

masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan,

 Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan penanggulangan

kemiskinan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan

 Meningkatkan pemenuhan dasar pelayanan social, rehabilitasi dan

pemberdayaan, bantuan social dan jaminan kesejahteraan sosial

(PMKS)

 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Desa
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 Meningkatkan kelembagaan pemerintahan desa

Tujuan yang hendak dicapai dalam Misi 4 adalah :
 Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana ,

 Meningkatkan  kapasitas sarana prasarana daerah.

Sasaran Strategi untuk Misi 4 adalah :
1. Meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan

yang berkelanjutan

2. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah

3. Meningkatnya kapasitas infrasturuktur permukiman dan perkotaan

berbasis tata ruang untuk menunjang aktivitas masyarakat

4. Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat

dan tata pemerintahan

5. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi

serta informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Arah Kebijakan untuk Misi 4 adalah :
 Peningkatan pelayanan persampahan skala Kota dan di tingkat

masyarakat (3R)

 Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau  (RTH)

 Peningkatan  pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah,

sekolah, masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan kualitas

lingkungan

 Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi  bencana

 Menyediakan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat

 Menyediakan infrastruktur  penunjang peningkatan kesehatan dan

sanitasi masyarakat

 Terlaksananya penyediaan infrastruktur kota yang sesuai dengan

perencanaan Tata Ruang

 Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan

menfungsikan terminal sebagai sarana penghubung antar wilayah

 Meningkatnya keselamatan di jalan raya

 Penyebarluasan hasil pembangunan melalui sistem informasi

berbasis teknologi.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan

oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan

strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam

tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,

instansi pemerintah lebih dapat  menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

a. Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi

Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara

konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi

merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan

dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi visi adalah suatu gambaran

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Pariaman dewasa ini, serta peluang,

tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun

mendatang, pasangan MUKHLIS RAHMAN (Walikota) - GENIUS UMAR
(Wakil Walikota) membuat Visi Kota Pariaman tahun 2013-2018 sebagai

berikut:

“ PARIAMAN SEBAGAI  KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI
KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA”.

Penjelasan dari Visi sebagai berikut:

1) Kepariwisataan adalah Suatu gerakan dengan menyatukan seluruh

potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata

dan prasarana wisata atau fasilitas umum sehingga menarik
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wisatawan untuk datang kedestinasi wisata yang disediakan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Kota Tujuan Wisata merupakan Kota Pariaman yang diarahkan

sebagai kota tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara

maupun domestik.

3) Ekonomi Kreatif merupakan suatu gerakan pengembangan  industri

kerakyatan atau ekonomi kreatif yang berasal dari pemanfaatan

kreativitas, inovasi, keterampilan serta bakat individu menjadi nilai

ekonomi tinggi untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan

pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi kreasi daya

cipta individu dan potensi daerah.

4) Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama berarti dalam pelaksanaan

pembangunan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dengan

menjadikan Pariaman Kota Hijau serta melestarikan dan

mengamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam setiap sendi

kehidupan.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang yang

akan dilaksanakan unruk mewujudkan visi atau kondisi yang harus

dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan

memperhatikan kondisi objektif daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman

sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif berbasisi Lingkungan,

Budaya dan Agama maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai

berikut :

1) Membangun sumberdaya manusia yang berkompetensi, Berbudaya,

Beriman dan Bertaqwa melalui Penguasaan Iptek serta memiliki etos

kerja yang tinggi.
2) Penguatan Struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan potensi daerah.

3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta

mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.
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4) Optimalisasi hasil pembangunan dan sarana prasarana daerah dalam

menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan Mitigasi Bencana.

c. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018.

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.1
Hubungan hierarki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI
PARIAMAN SEBAGAI  KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF

BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA

MISI TUJUAN SASARAN
1 Membangun

sumberdaya manusia
yang berkompetensi,
Berbudaya, Beriman
dan Bertaqwa melalui
Penguasaan Iptek serta
memiliki etos kerja
yang tinggi

1.1. Meningkatkan kualitas
SDM melalui pemerataan
akses dan mutu
pendidikan wajib belajar
12 tahun yang didukung
oleh sarana dan
prasarana yang memadai
dan tenaga pendidikan
yang professional serta
peningkatan tata kelola
pendidikan baik formal
dan non formal

1.1.1 Meningkatnya
aksesibilitas dan
pemerataan  dan
kualitas pendidikan

1.1.2 Pengembangan
pendidikan formal dan
Non-formal

1.2. Menumbuhkan
masyarakat yang
berintelektualitas,
menguasai ilmu
pengetahuan dan
teknologi

1.2.1 Pengembangan
penggunaan teknologi
dalam kehidupan
masyakat dan tata
pemerintahan.

1.3. MenciptaKan  kehidupan
masyarakat yang
berbudaya, beriman dan
bertaqwa

1.3.1 Terciptanya kehidupan
masyarakat yang
berbudaya, beriman
dan bertaqwa

1.3.2 Peningkatan
pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai
adat istiadat  dan
budaya.

1.4. Meningkatkan kualitas
kesehatan dan
kesejahteraan sosial
masyarakat

1.4.1 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Kota Pariaman
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1.5. Menumbuhkan
masyarakat yang
berintelektualitas,
menguasai ilmu
pengetahuan dan
teknologi

1.5.1 Pengembangan
penggunaan teknologi
dalam kehidupan
masyakat dan tata
pemerintahan.

1.6.Menciptakan kehidupan
masyarakat yang
berbudaya, beriman dan
bertaqwa

1.6.1 Terciptanya kehidupan
masyarakat yang
berbudaya, beriman
dan bertaqwa

1.6.2 Peningkatan
pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai
adat istiadat  dan
budaya.

2 Penguatan Struktur
perekonomian melalui
peningkatan daya
saing Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
berdasarkan potensi
daerah

2.1 Meningkatkan Produksi
Pertanian, perikanan
untuk peningkatan  taraf
hidup petani , nelayan
serta untuk mendukung
ketahanan pangan.

2.1.1 Meningkatnya Produksi
dan produktivitas
komoditi Tanaman
Pangan  dan
hortikultura.

2.1.2 Meningkatnya ketahan
an dan keamanan
pangan daerah

2.1.3 Meningkatnya kelompok
usaha pengolahan hasil
pertanian

2.1.4 Meningkatnya produksi
perkebunan yang
berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan

2.1.5 Meningkatnya populasi,
produksi peternakan

2.1.6 Meningkatkan produksi
dan   produktifitas
perikanan budidaya dan
perikanan tangkap.

2.2 Pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil, menengah
dan Koperasi

2.2.1 Meningkatnya jumlah
koperasi aktif,  mandiri,
UMKM dan Usaha
Ekonomi Kreatif

2.2.2 Tersedianya pasar
yang representatif dan
nyaman

2.3 Pengembangan
Pariwisata Daerah

2.3.1 Meningkatnya jumlah
wisatawan domestik dan
mancanegara  yang
berkunjung ke  Kota
Pariaman

2.3.2 Meningkatnya rata-rata
lama tinggal wisatawan
yang berimplikasi pada
meningkatnya
pengeluaran wisatawan

2.3.3 Melestarikan budaya
yang ada dikota
Pariaman

2.4 Peningkatan Investasi
Daerah.

2.4.1 Meningkatnya jumlah
penanaman modal
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2.5 Perluasan kesempatan
bekerja, berusaha,
perlindungan tenaga
kerja dan kualitas tenaga
kerja yang mampu
bersaing di tingkat local,
nasional dan
internasional

2.5.1 Menurunya angka
pengangguran dan
kemiskinan.

2.5.2 Berkembangnya Industri
yang berasal dari
pemanfaatan kreatifitas,
ketrampilan serta bakat
individu untuk mencipta
kan kesejahteraan serta
lapangan pekerjaan
dengan menghasilkan
dan mengeksploitasi daya
kreasi dan daya cipta
individu.

3 Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang baik dan bersih
serta mampu
mendorong dunia
usaha dan masyarakat
lebih mandiri

3.1 Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik
(Good Govermance)
melalui pemantapan
reformasi birokrasi

3.1.1 Meningkatnya kualitas
Laporan Keuangan
Daerah

3.1.2 Terlaksananya akuntabi-
litas dan Birokrasi
Pemerintah berbasiskan
Web dan secara Online
(E-Goverment )

3.2 Untuk Mewujudkan
Pelayanan Publik yang
prima kepada
masyarakat

3.2.3 Terpenuhinya Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) di setiap
SKPD

3.2.4 Terwujudnya tertib
administrasi
kependudukan yang baik

3.3 Meningkatkan
kemampuan dan
pengelolaan keuangan
daerah dalam rangka
pembiayaan
pembangunan

3.3.1 Terwujudnya optimali-
sasi pendapatan daerah

3.3.2 Ditemukannya konsep
dan terobosan yang baru
dalam rangka pening-
katan pendapatan daerah

3.3.3 Terwujudnya penata-
usahaan keuangan dan
pengelolaan aset daerah
yang akurat dan
akuntabel

3.4 Mewujudkan
perencanaan
pembangunan daerah
yang aspiratif dan
partisipatif

3.4.1 Meningkatnya kapasitas
lembaga perencanaan
pembangunan yang
efektif dan efisien untuk
menghasilkan produk
perencanaan yang
aspiratif, aplikatif, dan
akuntabel

3.5 Perluasan kesempatan
bekerja, berusaha,
perlindungan tenaga
kerja dan kualitas tenaga
kerja yang mampu
bersaing di tingkat local,
nasional dan
internasional

3.5.1 Menurunnya angka
pengangguran
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3.5.2 Meningkatnya angka
partisipasi angkatan
kerja.

3.5.3 Meningkatnya jaminan
perlindungan tenaga
kerja

3.6 Meningkatkan pemberda-
yaan masyarakat miskin
dalam upaya peningkatan
kesejateraan

3.6.1 Mengurangi angka
kemiskinan daerah

4 Optimalisasi hasil pem-
bangunan dan sarana
prasarana daerah da-
lam menunjang pening
katan kesejahteraan
rakyat dengan memper
hatikan kelestarian
lingkungan, kesesuaian
tata ruang dan mitigasi
bencana.

4.1 Meningkatkan pengelolaan
lingkungan dan mitigasi
bencana

4.1.1 Meningkatnya kualitas
lingkungan untuk mencip
takan pembangunan
yang berkelanjutan.

4.1.2 Meningkatnya kapasitas
penanggulangan bencana
daerah.

4.2 Meningkatkan kapasitas
sarana prasarana daerah

4.2.1 Meningkatnya kapasitas
infrastruktur permukiman
dan perkotaan berbasis
tata ruang untuk menun-
jang aktivitas
masyarakat.

4.2.2 Meningkatnya sarana
dan prasarana perhubung
an dan komunikasi serta
informatika dalam pening
katan kesejahteraan
masyarakat.

Berdasarkan tujuan di atas, sasaran–sasaran strategis yang akan

dicapai Pemerintah Kota Pariaman selama periode RPJMD disertai indikator

kinerja, dimana indikator kinerja ini sebagai alat ukur keberhasilan sasaran

strategis selama tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

MISI I :

Membangun sumberdaya manusia yang berkompetensi,
Berbudaya, Beriman dan Bertaqwa  melalui Penguasaan Iptek

serta memiliki etos kerja yang tinggi

Tujuan 1 :

Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan

12 tahun yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan

tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan

baik formal dan non formal.
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SASARAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya
aksesibilitas dan
pemerataan dan
kulitas pendidikan

Persentase lulusan setingkat SLTA yang diterima di
perguruan tinggi dengan beasiswa
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/
SDLB/ Paket A

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ MTs/
Paket B

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/ MA/
Paket C

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/
SDLB/ Paket A

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ MTs/
Paket B

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/ MA/
Paket C ( Kewenangan Propinsi )
Persentase Angka putus sekolah setara SD

Persentase Angka putus sekolah setara SLTP

Persentase Angka putus sekolah setara SLTA

Jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan daerah dan
sekolah

Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang
memiliki kompetensi

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang
mengikuti pelatihan

Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendukung
yang memadai dalam menunjang pendidikan

Jumlah armada yang berkualitas dan memadai
Sasaran Strategis 2 :
Pengembangan
Pendidikan Formal
dan Non Formal

Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non
formal

Tujuan 2 :
Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi

SASARAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis  3:
Pengembangan
penggunaan teknologi
dalam kehidupan
masyarakat dan tata
pemerintahan

Persentase pemanfaatan TIK dalam tata pemerintahan
Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina

Jumlah informasi yang disampaikan melalui media
massa
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Tujuan 3 :
Menciptakan kehidupan  masyarakat yang berbudaya, beriman

dan bertaqwa

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 4:
Terciptanya kehidupan
masyarakat yang
berbudaya, beriman dan
bertaqwa

Persentase keikutsertaan siswa terhadap kegiatan
keagamaan
Persentase tingkat pemahaman keagamaan di
masyarakat

Sasaran Strategis 5:
Peningkatan
pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai
adat istiadat dan
budaya

Jumlah Lembaga Pemuka adat yang di fasilitasi

Tujuan 4 :
Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis  6:
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
Kota Pariaman

Angka usia harapan hidup (AHH) per tahun

Jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup per
tahun

Jumlah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Persentase balita bergiziburuk per tahun

Rasio pos yandu per satuan balita per tahun

Rasio dokter per jumlah penduduk 1 : 2.500 penduduk

Jumlah penduduk miskin yang terkoper pembiayaan
kesehatan (jamkesmas,jamkesda dan JKSS per tahun)

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap

Sasaran Strategis 7:
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Kota Pariaman

Persentase  Penemuan dan penangannan penderita
penyakit TBC BTA positif

Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk

Sasaran Strategis 8:
Menigkatnya
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak

persentase peningkatan kesetaraan gender dan
kesejahteraan perempuan

Meningkatnya perlindungan terhadap anak

Meningkatnya pelayanan keluarga berencana
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Misi 2 :
Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan Daya Saing

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Daerah
Tujuan 1

Meningkatkan Produksi Pertanian, Perikanan untuk peningkatan taraf hidup
petani, nelayan serta untuk mendukung ketahanan pangan

SASARAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis  1:
Meningkatnya
Produksi dan
produktivitas komoditi
tanaman pangan
holtikultura,
perkebunan dan
peternakan yang
berkelanjutan dan
berwawasan
lingkungan

Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Persentase penambahan produksi hasil padi
Persentase penambahan produksi hasil ternak
Persentase penambahan populasi ternak unggulan
Jumlah rata-rata pendapatan petani binaan
Jumlah gerakan pencegahan hama dan Organisme
Penyakit Tanaman (OPT)
Jumlah kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies) yang
dapat diatasi
Jumlah kelompok tani yang menggunakan TTG dan
Alsintan
Jumlah kerjasama pemasaran hasil produksi ternak

Sasaran Strategis  2:
Meningkatnya
ketahanan dan
keamanan pangan
daerah

Persentase ketersediaan sumber energi dan protein
perkapita
Persentase penguatan cadangan pangan

Persentase pencapaian skor Pola Pangan Harapan
(PAH)
Persentase ketersediaan informasi pasokan harga dan
akses pangan daerah
Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan

Persentase pengawasan dan pembinaan kemanan
pangan
Persentase penanganan daerah rawan pangan

Sasaran Strategis  3:
Meningkatnya kelom-
pok usaha pengolahan
hasil pertanian

Jumlah jenis produk olahan hasil pertanian

Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya Populasi
dan Produksi
Peternakan

4 Indikator Sasaran yaitu: Persentase penambahan
populasi ternak unggulan, Persentase penambahan
produksi hasil ternak, Jumlah kasus gigitan HPR (Hewan
Penular Rabies) , dan Jumlah kerjasama pemasaran
hasil produksi ternak yang dapat diatasi ini sudah
terakomodir pada sasaran 1 Misi 2.

Sasaran Strategis 5 :
Meningkatkan produksi
dan produktifitas
perikanan budidaya
dan perikanan tangkap

Jumlah produksi perikanan budidaya
Jumlah produksi perikanan tangkap
Jumlah usaha budidaya yang dapat sertifikat Cara budi
daya Ikan Yang Baik (CBIB)
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Luas areal budi daya

Jumlah UPR
Jumlah Unit Pemebenihan Rakyat (UPR) yang sertifikat
Produksi benih ikan unggul
Jumlah pembudidaya ikan

Sasaran Strategis 6 :
Meningkatnya tingkat
kesejahteraan nelayan
dan petani ikan

Jumlah POKWASMAS yang dibina

Jumlah pengolah ikan

Tingkat konsumsi ikan

Sasaran Strategis 7 :
Meningkatnya
pengawasan dan
perlindungan terhadap
sumber daya kelautan
dan perikanan

Jumlah kawassan konservasi sebagai kawasan
ekowisata yang dikelola dengan baik

Jumlah bibit restocking

Luas hutan manggrove ( Kewenangan Propinsi )

Luas terumbu karang yang dipelihara

Penaganan kasus ilegal fishing

Sasaran Stretegis 8:
Mengoptimalkan
pemanfaatan potensi
sumber daya pesisir,
pulau dan laut

Jumlah pulau yang dikelola dengan baik

Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang dibina

Tujuan 2 :
Pemberdayaan Usaha Makro, Kecil, Menengah dan Koperasi

SASARAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 9 :
Meningkatnya jumlah
koperasi aktif, mandiri,
UMKM dan usaha
Ekonomi Kreatif dan
Profesional

Jumlah Koperasi

Jumlah Wirausaha/UKM

Jumlah BUMDes yang dibentuk

Sasaran Strategis 10 :
Tersedianya pasar  yang
representative dan
nyaman

Jumlah Kawasan Pasar yang dibangun dan ditata

Sasaran Strategis 11 :
Meningkatnya kesadaran
pedagang terhadap
peraturan yang berlaku

Jumlah alat ukuran yang ditera ulang
Jumlah penurunan temuan barang yang tidak
memenuhi standar

Sasaran Strategis 12` :
Meningkatnya jumlah
industri kreatif dan
komoditi unggulan

Persentase pertumbuhan industri
Jumlah industri kreatif
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri kreatif
Jumlah teknologi tepat guna yang diciptakan
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Sasaran Strategis 13 :
Fasilitasi Pembentukan
Kelompok Industri Kreatif

Indikator Kinerja sasaran, yaitu Jumlah Tenaga Kerja
Sektor Industri kreatif ini telah terakomodir pada
Sasaran 12  Misi 2

Tujuan 3
Pengembangan Pariwisata Daerah

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 14 :
Meningkatnya Pembangun
an, pengembangan, pena-
taan dan pembenahan
objek serta daya tarik
wisata serta prasarana
pendukung

Jumlah kawasan wisata yang dibangun, dikembang
kan dan ditata

Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi

Jumlah dokumen perencanaan  yang disusun

Sasaran Strategis 15 :
Meningkatnya promosi
wisata secara konsisten,
baik dalam lingkup
regional, nasional dan
internasional

Jumlah team jaringan kerjasama promosi pariwisata

Jumlah ivent promosi yang dilaksanakan

Jumlah pemandu wisata terpadu yang ikut pelatihan

Jumlah buku statistik wisata terpadu yang tersusun

Jumlah Bahan Promosi Wisata yang dibuat

Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina

Sasaran Strategis 16 :
Meningkatnya pelestarian
dan pengembangan
budaya daerah yang
mendukung pariwisata

Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang
dikembangkan, dibina dan dilestarikan

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya,
purbakala, museum dan peninggalan bawah air
yang dilestarikan

Tujuan 4
Peningkatan Investasi Daerah

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 17 :
Meningkatnya jumlah
penanaman modal

Jumlah investor yang menanamkan modal

Jumlah SOP penanaman modal yang diterapkan
(dijadikan indikatr OPD )

Jumlah SOP perizinan yang diterapkan (dijadikan
indikatr OPD )

Jumlah perizinan yang di terbitkan

Misi 3 :
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta

mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri
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Tujuan 1
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government)

melalui pemantapan reformasi birokrasi

SASARAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran   Strategis 1:
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Pemerintah

Persentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran
( merupakan indikator SKPD )

Persentase tingkat sarana dan prasarana aparatur
( merupakan indikator SKPD )
Persentase tingkat displin aparatur
Persentase tingkat kapasitas sumber daya aparatur
( merupakan indikator SKPD )
Persentase tingkat pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan ( merupakan indikator
SKPD )
Persentase ketersediaan data yang jelas, akurat dan
mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah
( indikator ini masuk ke Misi 3 Sasaran 3 ).
Persentase informasi yang disampaikan melalui media
masa ( indikator ini sudah tercantum pada Misi I
sasaran 3.)

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Kualitas
Laporan Keuangan
Daerah

Tingkat penilaian BPK terhadap laporan keuangan
daerah
Persentase aset yang terdata

Sasaran Strategis 3 :
Terlaksananya akunta-
bilitas dan birokrasi
pemerintahan berbasis
Web dan secara
Online(E-Governmen)

Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat dan
mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan

Persentase peningkatan kualitas tata kelola dan
pelayanan pemerintahan

Tujuan 2
Untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat

SASARAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 4 :
Terpenuhinya Standar
Pelayanan Minimal
(SPM) dan Standar
Operasional Prosedur
(SOP) di setiap SKPD

Jumlah SKPD yang melaksanakan SPM dan SOP

Sasaran Strategis 5 :
Terwujudnya tertib
administrasi
kependudukan yang baik

Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
kependudukan
Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik dari
jumlah penduduk
Persentase penduduk yang melakukan perekaman data
KTP Elektronik
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Persentase yang memilik KK
Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran
Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan
Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang
dilayani

Tujuan 3
Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah

dalam rangka pembiayaan pembangunan

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 6 :
Terwujudnya optimalisasi
Pendapatan Daerah

Persentase tingkat realisasi PAD terhadap target PAD
Persentase tingkat kenaikan PAD

Sasaran Strategis 7 :
Ditemukannya Konsep
dan Terobosan yang baru
dalam rangka peningkat-
an pendapatan daerah

Indikator sasaran 7 ini, yaitu jumlah kerjasama dengan
pihak swasta yang berinvestasi dalam pembangunan
daerah telah terakomodir pada sasaran 17 Misi II

Sasaran Strategis 8 :
Terwujudnya penata
usahaan keuangan dan
pengelolaan asset
daerah yang akurat dan
akuntabel

Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

Tujuan 4:
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif

dan partisipatif

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 9:
Meningkatnya kapasitas
lembaga perencanaan
pembangunan yang
efektif dan efisien untuk
menghasilkan produk
perencanaan yang
aspiratif, aplikatif dan
akuntabel

Persentase kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan
musrenbang
Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas

Tujuan 5
Perluasan kesempatan bekerja, berusaha, perlindungan tenaga kerja

dan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat lokal,
nasional dan internasional

SASARAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 10 :
Menurunnya angka
pengangguran

Persentase penurunan jumlah pengangguran
Jumlah kerjasama dengan pelaku dunia usaha dalam
penyaluran tenaga kerja
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Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga
Pendidikan Non Formal
Jumlah tenaga kerja yang berkualitas

Sasaran Strategis 11 :
Meningkatnya angka
partisipasi angkatan kerja

Indikator dari sasaran ini , yaitu Persentase penurunan
jumlah pengangguran dan Jumlah tenaga kerja yang
berkualitas sudah terakomodir pada sasaran 10 Misi
III.

Tujuan 6:
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dalam upaya

peningkatan kesejahteraan

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 13:
Mengurangi tingkat
kemiskinan daerah

Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di desa
prioritas
Jumlah Sarjana pemberdayaan Masyarakat Nagari
(SPMN) yang dibina
Persentase tingkat masyarakat miskin

Misi 4 :
Optimalisasi Hasil Pembangunan dan Sarana Prasarana Daerah

Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan
Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata Ruang

dan Mitigasi Bencana
Tujuan 1

Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana

SASARAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya kualitas
lingkungan untuk
menciptakan
pembangunan yang
berkelanjutan

Persentase sampah Kota Pariaman yang terkelola dengan
baik
Jumlah RTH Publik Kota Pariaman
Jumlah jenis pemantauan kualitas lingkungan yang
dilakukan

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya kapa-
sitas penanggulangan
bencana daerah

Persentase kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat
dalam mengurangi resiko bencana
Jumlah peserta pelatihan pemantapan Satuan Tugas
Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Tujuan 2
Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana Daerah

SASARAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 3 :
Meningkatnya kapasitas
infrasturuktur
permukiman dan
perkotaan berbasis tata
ruang untuk menunjang
aktivitas masyarakat

Jumlah infrastruktur pendukung aktifitas pasar dan
kepariwisataan sebagai penunjang ekonomi masyarakat
Presentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi
berbasis masyarakat
Presentase pengurangan luas genangan air di kota
Pariaman
Luas kawasan untuk pemanfaatan ruang kota hijau
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Sasaran Strategis 4 :
Pengembangan
penggunaan teknologi
dalam kehidupan
masyarakat dan tata
pemerintahan

Jumlah regulasi tentang rencana detail tata ruang kota
khususnya pada kawasan strategis

Sasaran strategis 5 :
Meningkatnya sarana
dan prasarana perhu -
bungan dan komunikasi
serta informatika dalam
peningkatan kesejahtera
an masyarakat

Jumlah sarana dan prasarana transportasi darat dan
laut yang berfungsi secara optimal
Jumlah penambahan sarana dan prasarana pendukung
keselamatan jalan raya

Jumlah sarana dan prasarana pendukung keselamatan
jalan raya yang dipelihara

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran

keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah

dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Pemerintah Kota Pariaman telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-

masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota

Nomor 579/060/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan

Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018. Adapun Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
SOPD

PENANGGUNG
JAWAB

1 Meningkatnya aksebilitas
dan pemerataan dan
kualitas pendidikan

1. Rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah
Raga

2. Persentase Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/ MI/ SDLB/ Paket A

3. Persentase Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/ MI/ SDLB/ Paket A

4. Persentase Angka Partisipasi Kasar
(APK) SLTP/ MTs/ Paket B

5. Persentase Angka Partisipasi Murni
(APM) SLTP/ MTs/ Paket B

6. Persentase Angka Partisipasi Kasar
(APK) SLTP/ MTs/ Paket B

7. Persentase angka putus sekolah
setara SD

8. Persentase angka putus sekolah
setara SLTP

9. Persentase Angka Melek Huruf
pertahun

10.Jumlah kunjungan siswa keperpus
takaan daerah dan sekolah

11.Persentase tenaga pendidik dan
kependidikan yang memiliki
kompetensi

12.Jumlah tenaga pendidik dan
kependidikan yang mengikuti pelatihan
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13.Jumlah sekolah yang mendapatkan
sarana pendukung yang memadai
dalam menunjang pendidikan

14.Jumlah armada yang berkualitas dan
memadai

Dinas Perhubungan

2 Pengembangan Pendidikan
Formal dan Non Formal

1. Persentase pendidikan anak usia dini Dinas Pendidik an
Pemuda dan Olah
Raga2. Jumlah sarana dan prasarana belajar

pendidikan non formal
3 Pengembangan penggu-

naan teknologi dalam
kehidupan masyarakat dan
tata pemerintahan

1. Persentase pemanfaatan TIK dalam
tata pemerintahan

Dinas Kominfo

2. Jumlah Kelompok Informasi Masya-
rakat yang dibina

3. Jumlah informasi yang disampaikan
melalui media  massa

4 Terciptanya kehidupan
masyarakat yang
berbudaya, beriman dan
bertaqwa

1. Persentase keikutsertaan siswa dalam
kegiatan keagamaan

Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah
Raga

2. Persentase  tingkat pemahaman
keagamaan di masyarakat

Bagian Kesra Setda

5 Peningkatan pemaham- an
dan pengamalan nilai-nilai
adat istiadat dan budaya

1. Jumlah Lembaga Pemuka adat yang di
fasilitasi

Dinas Pemberdaya-
an Masyarakat dan
Desa

2. Gangguan keamanan yang ditangani
secara terpadu

Dinas Satpol PP
Kesbangpol

6 Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
Kota Pariaman

1. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) per
tahun

Dinas Kesehatan

2. Jumlah kematian bayi per 1.000
kelahiran hidup per tahun

3. Jumlah angka kematian ibu per
100.000 kelahiran hidup per tahun

4. Persentase ibu hamil yang mendapat
pelayanan Antenatal Minimal 4 kali
(K4)

5. Persentase balita bergizi buruk per
tahun

6. Rasio Posyandu per satuan balita per
tahun

7. Jumlah penduduk miskin yang
tercover pembiayaan kesehatan
(JKSS) per tahun

8. Persentase anak usia 0 sampai 11
bulan yang mendapat Imunisasi Dasar
Lengkap

7 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Kota Pariaman

1. Persentase angka keberhalan pe-
ngobatan TB paru positif (Succes
Rate) minimal 85%

Dinas Kesehatan

2. Persentase IR DBD <49 per 1.000
penduduk

8 Menigkatnya pemberda-
yaan perempuan dan
perlindungan anak

1. persentase Perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapat kan
penanganan

Dinas Pemberdaya-
an Perempuan
Perlindungan Anak
dan KB

2. Persentase pasangan usia subur
(PUS) yang menjadi peserta KB Aktif

9 Meningkatnya  Produksi
dan produktivitas komoditi
tanaman pangan
holtikultura, perkebunan
dan peternakan yang
berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan

1. Persentase kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB

Dinas Pertanian
dan Pangan

2. Persentase penambahan produksi
hasil padi

3. Persentase penambahan produksi
hasil kelapa per tahun

4. Persentase penambahan produksi
hasil ternak
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5. Persentase penambahan populasi
ternak

6. Jumlah rata-rata pendapatan petani
binaan

10
Meningkatnya ketahanan
dan keamanan pangan
daerah

1. Persentase ketersedian sumber ener-
gi dan protein perkapita

Dinas Pertanian
dan Pangan

2. Persentase penguatan cadangan pa-
ngan

3. Persentase pencapaian skor pola
pangan harapan (PPH)

11 Meningkatnya kelompok
usaha pengolahan hasil
pertanian

1. Jumlah jenis produk olahan hasil
pertanian

12 Meningkatkan produksi
dan produktifitas perikanan
budidaya dan perikanan
tangkap

1. Jumlah produksi perikanan budidaya Dinas Perikanan

2. Jumlah produksi perikanan tangkap

13 Meningkatnya tingkat
kesejahteraan nelayan dan
petani ikan

1. Tingkat konsumsi ikan

2. POKWASMAS yang dibina

3. Jumlah pengolah ikan

14 Meningkatnya pengawas-
an dan perlindungan
terhadap sumberdaya
kelautan dan perikanan

1. Jumlah bibit restocking

2. Luas hutan manggrove

3. Luas terumbu karang yang dipelihara

15 Meningkatnya jumlah
koperasi aktif, mandiri,
UMKM dan usaha
Ekonomi Kreatif dan
Profesional

1. Jumlah koperasi Disperindagkop &
UKM

2. Jumlah UMKM

3. Jumlah Bumdes DPM

16 Tersedianya pasar  yang
representative dan nyaman

1. Jumlah   Kawasan  Pasar  yang   di-
bangun dan ditata

Disperindagkop &
UKM

17 Meningkatnya kesadaran
pedagang terhadap
peraturan yang berlaku

1. temuan barang yang tidak memenuhi
standar

18 Meningkatnya sektor
industri, industri kreatif
dan komoditi unggulan

1. Persentase pertumbuhan industri

2. Jumlah industri kreatif
3. Jumlah  teknologi  tepat guna yang

diciptakan
DPMD

19 Meningkatnya Pembangun
an, pengembangan  pena
taan dan pembenahan ob-
jek serta daya tarik wisata
serta prasarana
pendukung

1. Jumlah  kawasan  wisata  yang diba-
ngun  dikembangkan dan ditata

Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan

20 Meningkatnya promosi
wisata secara konsisten,
baik dalam lingkup
regional, nasional dan
internasional

1. Jumlah  team  jaringan  kerjasama
promosi pariwisata

2. Jumlah ivent promosi yang dilaksana
kan

3. Jumlah   Bahan   Promosi   Wisata
yang dibuat

21 Meningkatnya pelestarian
dan pengembangan
budaya daerah yang
mendukung pariwisata

1. Jumlah kesenian  dan  kebudayaan
daerah yang dikembangkan, dibina
dan dilestarikan

2. Jumlah sarana penyelenggaraan seni
dan budaya
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22 Meningkatnya jumlah
penanaman modal

1. Jumlah investor yang menanamkan
modal

Dinas Penanam
an Modal, PTSP
dan Tenaga Kerja2. Jumlah perizinan yang di terbitkan

23 Meningkatnya kualitas
pelayanan pemerintah

1. Persentase tingkat displin aparatur BKPSDM

2. Persentase ketersediaan data yang je
las, akurat dan mudah diakses tentang
pengelolaan pemerintah daerah

Bappeda

3. Presentase  tingkat  pelayanan  ter-
hadap anggota DPRD

Setwan

24 Meningkatnya kualitas
laporan keuangan daerah

1. Tingkat penilaian BPK terhadap lapor an
keuangan daerah

Badan Keuangan
Daerah

25 Terlaksananya akunta-
bilitas dan birokrasi
pemerintah berbasiskan
web dan secara online (e-
Government)

1. Persentase   peningkatan   kualitas
tata kelola dan pelayanan
pemerintahan

Bappeda

2. Jumlah  informasi  dan  data  yang
jelas, akurat dan mudah diakses
tentang pengelolaan pemerintah
daerah terutama dalam perencanaan

26 Terwujudnya tertib adminis-
trasi kependudukan yang
baik

1. Persentase Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan kependudukan

Dinas DUKCAPIL

2. Persentase penduduk yang memiliki
KTP Elektronik

3. Persentase yang memilik KK
4. Persentase penduduk yang memiliki

Akte Kelahiran
5. Jumlah dokumen profil kependudukan

yang diterbitkan
6. Jumlah dokumen administrasi kependu

dukan yang dilayani
27 Terwujudnya optimalisasi

pendapatan daerah
1. Persentase tingkat realisasi PAD

terhadap target PAD
Badan Keuangan
Daerah

28 Terwujudnya penatausahaan
keuangan dan pengelolaan
aset daerah

1. Persentase Aset yang terdata Sekretariat Daerah

2. Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kiner ja
Instansi Pemerintah (AKIP)

3. Nilai  dan  Peringkat Laporan Penye-
lenggaraan Pemerintah Daerah

29 Meningkatnya kapasitas
lembaga perencanaan pem
bangunan yang   efektif dan
efisien untuk menghasilkan
produk perencanaan yang
aspiratif, aplikatif, dan
akuntabel

1. Persentase  Tingkat   Kepuasan
Masyarakat dalam pelaksanaan
Pembangunan

Bappeda

2. Tingakat Keterlibatan   masyarakat
dalam pembangunan

3. Jumlah dokumen perencanaan yang
berkualitas

30 Menurunnya Angka
Pengangguran

1. Persentase penurunan    jumlah
pengangguran

Dinas PMPTSP dan
Naker

2. Jumlah  tenaga  kerja  yang
berkualitas

3. Jumlah  Kerjasama  dengan   pelaku
usaha dalam penyaluran tenaga
kerja

31 Mengurangi tingkat
kemiskinan

1. Persentase keterpaduan rogram
dalam penanggulangan kemiskinan

Bappeda

2. Persentase menurunnya   angka
kemiskinan

3. Jumlah KK miskin yang diberdyakan
di desa prioritas

DPMD
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32 meningkatnya kualitas
lingkungan untuk men-
ciptakan pembangunan
yang berkelanjutan

1. Persentase sampah Kota Pariaman
yang terkelola dengan baik

Dinas Lingkungan
Hidup

2. Persentase   pemantauan kualitas
lingkungan

3. Persentase tersedianya ruang
terbuka hijau (RTH) Publik

33 Meningkatnya Kapasitas
Penanggulangan Bencana
Daerah

1. Persentase kesiapsiagaan dan kapa-
sitas masyarakat dalam pengurang-
an resiko bencana

BPBD
Dinas Sosial

2. Jumlah kasus kebakaran yang
tertanggulangi

Dinas Satpol PP &
Damkan

34 Meningkatnya kapasitas
infrastruktur pemukiman
dan perkotaan berbasis
tata ruang untuk
menunjang aktivitas
masyarakat

1 Jumlah  infrastruktur  pendukung
aktifitas masyarakat

Dinas PU dan
Penataan Ruang
Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan

2 Persentase cakupan pelayanan air
minum dan sanitasi berbasis
masyarakat

3 Persentase   genangan air yang
ditangani

4 Persentase ketersediaan air irigasi
untuk pertanian rakyat

35 Meningkatnya sarana dan
prasarana perhubungan
dan komunikasi serta
informatika dalam pening-
katan kesejahteraan
masyarakat

1. Jumlah sarana dan prasarana
transportasi darat  yang berfungsi
secara optimal

Dinas Perubungan

2. Jumlah penambahan sarana dan
prasarana pendukung keselamatan
jalan raya

2.3. Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja merupakan amanat dari Intruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
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tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward

atau penghargaan dan sanksi.

Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun

2017 sebagai berikut :

MISI 1
Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkompetensi , Berbudaya,
Beriman dan Bertaqwa Melalui Penguasaan Iptek Serta Memiliki Etos

Kerja Yang Tinggi

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya
aksesibilitas
dan pemerata-
an kualitas
pendidikan

Rata-rata lama sekolah 10,38
tahun

Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

9,650,057,000

Persentase Angka
Partisipasi Kasar (APK)
SD/ MI/ SDLB/ Paket A

100%

Persentase Angka
Partisipasi Murni (APM)
SD/ MI/ SDLB/ Paket A

95%

Persentase Angka
Partisipasi Kasar (APK)
SLTP/ MTs/ Paket B

100% Program Pening-
katan Manejemen
Pelayanan
Pendidikan

1,453,149,000

Persentase Angka
Partisipasi Murni (APM)
SLTP/ MTs/ Paket B

90%

Persentase Angka
Partisipasi Kasar (APK)
SLTA/ MA/ Paket C

100% Pengembangan
Budaya baca dan
Pembinaan
Perpustakaan

193,660,000

Persentase angka putus
sekolah setara SD

0,5%

Persentase angka putus
sekolah setara SLTP

0,20% Mutu Pendidik
dan Tenaga
Program

1,867,729,000

Persentase angka melek
huruf pertahun

99,70%

Jumlah kunjungan siswa
ke perpustakaan

1000
orang

Persentase tenaga pendi
dik dan kependidikan
yang memiliki
kompetensi

80%

Jumlah tenaga pendidik
dan kependidikan yang
mengikuti pelatihan

2.216
orang

Jumlah sekolah yang
mendapatkan sarana
pendukung yang
memadai dalam
menunjang pendidikan

2
Sekolah
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jumlah armada yang
berkualitas dan memadai

9 unit

2 Pengembangan
pendidikan
formal dan non
formal

Jumlah sarana dan
prasarana belajar
pendidikan non formal

2 jenis Program
Pendidikan Non
Formal

165,655,000

Program
Pendidikan Anak
Usia Dini

893,602,000

3 Pengembanga
n penggunaan
teknologi
dalam
kehidupan
masyarakat
dan tata
pemerintahan

Persentase pemanfaatan
TIK dalam tata
pemerintahan

100% Program Pengem-
bangan Komunika
si, Informasi dan
Media Massa

767,436,000

Jumlah kelompok
informasi masyarakat
yang dibina

5 KIM Program Pengem-
bangan Komunikasi
Informasi dan
Media Massa

904,421,000

Jumlah informasi yang
disampaikan melalui
media massa

2.000
Informasi

Program kerjasama
informasi dengan
Mass media

950,584,000

Program pening-
kat an kualitas
pelayanan
informasi

104,176,000

4 Terciptanya
kehidupan
masyarakat
yang
berbudaya,
beriman dan
bertaqwa

Persentase keikutsertaan
siswa terhadap
keagamaan

80% Program pengem-
bangan nilai
budaya

15,031,816,000

Persentase tingkat
kualitas pendidikan
keagamaan di
masyarakat

100% Program Pening-
katan kualitas pen
didikan dan peng
etahuan keagama
an non formal

105,637,500

5 Meningkatnya
pemahaman
dan
pengamalan
nilai-nilai adat
istiadat dan
budaya

Jumlah Lembaga
Pemuka adat yang di
fasilitasi

12
lembaga

Program Pengelo-
laan keragaman
budaya

339,919,000

Gangguan keamanan
yang ditangani secara
terpadu

100% Pengawasan,
Pengamatan,
Penelitian dan
Pemeriksaan
Tindak Pidana
Pelanggaran
Perda

189,966,000

Penyelesain
Pelanggaran
Perda secara Non
Yustisi

149,990,000

Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Penegakan
Perda
(Operasional
Penegakan
Perda)

1,020,175,000

Pembinaan dan
Penyuluhan Perda

60,000,000
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Keamanan
Lingkungan dan
Ketertiban Umum

Pembentukan
Sekretariat
Bersama PPNS

118,150,000

Pengendalian
Keamanan
Lingkungan

1,020,876,000

Operasional Piket
Malam

552,660,000

Pemeliharaan
dan pencegahan
tindak kriminal

690,320,000

Peningkatan
Pemberantasan
penyakit
masyarakat
(PEKAT)

146,300,000

Jumlah kegiatan peme-
liharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak
kriminal

4
Kegiatan

Dijadikan indikator SKPD
Jumlah kegiatan
pemberantasan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)

3
Kegiatan

Gangguan keamanan
lingkungan terdeteksi

100%

6 Meningkatnya
kualitas
kesehatan
masyarakat

Angka usia harapan
hidup (AHH) per tahun

71 tahun Program pening-
katan pelayanan
kesehatan lansia

125,395,000

Jumlah kematian bayi per
1.000 kelahiran hidup per
tahun

23 /
1.000 KH

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Anak
Balita.

349.675.000

Jumlah angka kematian
ibu per 100.000 kelahiran
hidup per tahun

102/100.
000 KH

Program Pening-
katan Keselamat-
an ibu melahirkan
dan anak

56,906,000

Persentase ibu hamil
yang mendapat
pelayanan Antenatal
Minimal 4 kali (K4)

76%

Persentase balita bergizi
buruk per tahun

2% Program perbaikan
gizi masyarakat

625,070,000

Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat

98,680,000



47

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rasio Posyandu per
satuan balita per tahun

2/100
balita

Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

601,619,000

Jumlah penduduk miskin
yang tercover
pembiayaan kesehatan
(JKSS) per tahun

9.215
jiwa

Program Kemitra
an Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan

4,253,542,744

Persentase anak usia 0
sampai 11 bulan yang
mendapat Imunisasi
Dasar Lengkap

93% Program  Pence-
gahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular.

56,069,000

7 Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
Kota Pariaman

Persentase  Puskesmas
dengan angka keberha-
silan pengobatan TB
paru positif (Succes
Rate) minimal 85%

84% Program  Pence-
gahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular.

194,729,000

Persentase Puskesmas
dengan IR DBD <49 per
1.000 penduduk

64%

8 Meningkatnya
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak

Persentase Perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan

100% Program Penguat
an Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak

320,738,000

Program Pening-
katan Peran serta
dan kesetaraan
gender dalam
pembangunan

321,185,000

Program Keserasi-
an Kebijakan Pe-
ningkatan Kualitas
Anak dan
Perempuan

90,365,400

Persentase pasangan
usia subur (PUS) yang
menjadi peserta KB Aktif

66% Program Pelayan-
an Pemasangan
Kontrasepsi

99,525,000

Program Promosi
Kesehatan  Ibu,
Bayi dan Anak
melalui Kelompok
Kegiatan di
Masyarakat

25,000,000

Program  Pengem-
bangan Pusat
Pelayanan Infor-
masi dan Konse-
ling KRR, Kegiatan
Pendirian Pusat
Informasi dan
Konseling

82,833,500

Program Keluarga
Berencana

190,987,000

Program Penyiap-
an Tenaga
Pendamping
Kelompok Bina

119,875,000
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Keluarga

MISI 2 :
Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan Daya Saing

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Daerah

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9 Meningkatnya
produksi dan
produktifitas ko-
moditi tanaman
pangan, holtikul
tura, perkebun-
an dan peternak-
an yang berke-
lajutan dan
berwawasan
lingkungan

Persentase kontribusi
sektor pertanian
terhadap PDRB

28,3 % Program Peningkat-
an Produksi Pertani
an/ Perkebunan

1,577,985,000

Persentase penambah
an produksi hasil padi

2,98% Program Peningkat
an Ketahanan
Pangan Pertani
an/Perkebunan

505,235,000

Jumlah gerakan
pengendalian
Organisme Penyakit
Tanaman (OPT)
Pertanian/Perkebunan

10 kali

Persentase penambah
an produksi hasil ternak

3% Program Peningkat-
an Hasil Produksi
Peternakan

111,702,000

Persentase penambah-
an populasi ternak

6%

Jumlah rata-rata
pendapatan petani
binaan

Rp
1.333.000,-

Program Peningkat-
an Kesejahteraan
Petani

149,965,000

Penurunan Jumlah
Kasus Rabies

25 kasus Program Pencegah-
an dan Penanggu-
langan Penyakit
Ternak

78,920,000

Jumlah kelompok tani
yang menggunakan
TTG dan Alsintan

80
kelompok

Program pemberda-
yaan penyuluh
Pertanian/
perkebunan

172,100,000

Jumlah kerjasama
pemasaran hasil
produksi ternak

70 MoU - -

10 Meningkatnya
ketahanan dan
keamanan
pangan daerah

Persentase ketersedian
sumber energi dan
protein perkapita

85% Program Pening-
katan Ketahanan
Pangan

106,500,000

Persentase penguatan
cadangan pangan

80%
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Persentase pencapaian
skor pola pangan
harapan (PPH)

92%

Persentase ketersedian
informasi pasokan,
harga dan akses
pangan daerah

90%

Persentase Stabilitas
harga dan pasokan
pangan

45%

Persentase jumlah
penanganan daerah
rawan pangan

100%

Persentase pengawas
an dan pembinaan
keamanan pangan

80% Program Pencegah-
an dan Penanggu-
langan Penyakit
Ternak

122,480,000

11 Meningkatnya
kelompok
usaha
pengolahan
hasil pertanian

Jumlah jenis produk
olahan hasil pertanian

10 Jenis Program Peningkat-
an Hasil Produksi
Pertanian/Perkebun
an

209,176,000

Program Peningkat
an Ketahanan
Pangan

60,275,000

12 Meningkatkan
produksi dan
produktifitas
perikanan
budidaya dan
perikanan
tangkap

Jumlah produksi
perikanan budidaya

264 ton Program Pengem-
bangan Budidaya
Perikanan

279,520,000

Jumlah produksi
perikanan tangkap

6.500 ton Program Pengem-
bangan Perikanan
Tangkap

528,740,000

Jumlah usaha budidaya
yang dapat sertifikat
Cara Budidaya Ikan
Yang Baik (CBIB)

2 orang

Luas areal budi daya 95 ha

Jumlah Unit Pembenih
an Rakyat

15 UPR

Jumlah Unit Pembenih
an Rakyat (UPR) yang
bersertifikat

4 UPR

Produksi benih ikan
unggul

15 juta

Jumlah pembudidaya
ikan

720 RTP

13 Meningkatkan
kesejahteraan
nelayan dan
petani ikan

Jumlah POKWASMAS
yang dibina

14
kelompok

Program peningkat
an kesadaran dan
penengakan Hukum
dalam pendayagu-
naan Sumberdaya
Laut

120,260,000
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jumlah unit
pengolahan ikan

32 UPI Program Optimalisa
si Pengelolaan dan
Pemasaran
Produksi Perikanan

55,500,000

Tingkat konsumsi ikan 35 kg/
kapita/th

Program Optimali-
sasi Pengelolaan
dan Pemasaran

151,600,000

14 Meningkatnya
pengawasan
dan perlindung
an terhadap
sumberdaya
kelautan dan
perikanan

Jumlah bibit restocking 50.000
ekor

Program Peningkat
an Kesadaran dan
Penengakan Hukum
dalam Pendayaguna
an Sumberdaya Laut

120,260,000

Luas hutan manggrove 25 ha

Luas terumbu karang
yang dipelihara

10,95 ha Program Pengelola
an dan Rehabililtasi
Ekosistem

178,204,500

15 Meningkatnya
jumlah koperasi
aktif, mandiri
dan UMKM dan
Usaha Ekonomi
Kreatif dan
profesional

Jumlah koperasi 86
koperasi

Program Peningkat-
an Kualitas Kelem-
bagaan Koperasi

147,580,000

Program Pengem -
bangan Kewirausa-
haan dan Keunggul
an Kompetitif Usaha
Kecil Menengah

23,360,000

Progam Pengem-
bangan Sistem
Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah

325,455,000

Jumlah UMKM 7.100
unit

Program Penciptaan
Iklim Usaha Usaha
Kecil Menengah
yang Kondusif

105,625,000

Jumlah Koperasi yang
aktif

67
Kopersai

Dijadikan indikator OPD

Jumlah Koperasi yang
RAT

46
Koperasi

16 Tersedianya
Pasar yang
Representatif,
Bersih, Aman
dan Nyaman

Jumlah Kawasan Pasar
yang dibangun dan
ditata

3 unit Program Peningkat-
an Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri

1,009,271,000

17 Meningkatnya
kesadaran
pedagang
terhadap
peraturan yang
berlaku

Jumlah alat ukur yang
di tera ulang

330 unit Program Perlindung
an Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan

140,790,000

Berkurangnya temuan
barang yang tidak
memenuhi standar

5 temuan

18 Meningkatnya
Sektor Industri
dan Industri
Kreatif dan

Persentase
pertumbuhan industri

1,70 % Program Pengem-
bag an Industri
Kecil dan
Menengah

1,897,630,000

Jumlah industri kreatif 806 unit
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

komoditi
unggulan

Jumlah Tenaga Kerja
Sektor Industri

9.030
orang

Jumlah Tenaga Kerja
Sektor Industri kreatif

5.554
orang

Jumlah teknologi tepat
guna yang diciptakan

15 alat Program Peningkat
an Kemampuan
Teknologi Industri

32,510,000

19 Meningkatnya
pembangunan,
pengembangan,
penataan dan
pembenahan
objek serta
daya tarik
wisata serta
prasarana
pendukung

Jumlah kawasan wisata
yang dibangun, dikem-
bangkan dan ditata

6 unit Program Pengem-
ban an Destinasi
Pariwisata

1,258,840,000

Jumlah sarana dan
prasarana yang
direhabilitasi

2 unit

Jumlah dokumen
perencanaan  yang
disusun

7
dokumen

20 Meningkatnya
promosi wisata
secara
konsisten baik
dalam lingkup
regional,
nasional dan
internasional

Jumlah team jaringan
kerjasama promosi
pariwisata

6 team Program Pengem-
bangan Pemasaran
Pariwisata

2,859,385,000

Jumlah ivent promosi
yang dilaksanakan

10 event

Jumlah buku statistik
wisata terpadu yang
tersusun

100 buku

Jumlah Bahan Promosi
Wisata yang dibuat

10 jenis

Jumlah pelaku usaha
jasa pariwisata yang
dibina

50 orang Program -bangan
Kemitraan

307,332,000

21 Meningkatnya
pelestarian dan
pengembangan
budaya lokal

Jumlah kesenian dan
kebudayaan daerah
yang dikembangkan,
dibina dan dilestarikan

5
Sanggar

Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya

96,000,000

Jumlah sarana
penyelenggaraan seni
dan budaya

2 unit Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya

1,257,150,000

22 Meningkatnya
jumlah
penanaman
modal

Jumlah investor yang
menanamkan modal

1
investor

Pengadaan
Dekorasi Pameran
Pembangunan

10,000,000

Promosi Investasi 71,500,000

Jumlah perizinan yang
di terbitkan

2000  izin Pelaksanaan dan
Pengembangan
Pelayanan
Perizinan di Bidang
Penanaman Modal

46,000,000

Sosialisasi
Perizinan

26,030,000

Peningkatan
Pelayanan Prima
Perizinan

350,000,000

MISI 3 :
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Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih
Serta Mampu Mendorong Dunia Usaha Dan Masyarakat Lebih

Mandiri

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM/

KEGIATAN
ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

23 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
pemerintah

Persentase tingkat
displin aparatur

100% Program Pembina-
an dan Pengem-
bangan Aparatur

214,321,200

Persentase tingkat
kapasi tas sumber daya
aparatur

100%

Persentase peningkatan
hasil tindak lanjut

6% Program Peningkat
an Sistem Penga-
wasan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

1,823,639,000

Persentase
penyelesaian LHP tepat
waktu

80%

Persentase tingkat
penye lesaian kasus-
kasus

85% Program Peningkat-
an Profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan

572,720,000

Jumlah Auditor sesuai
kebutuhan APIP

3 orang

Presentase tingkat pela-
yanan  terhadap
anggota DPRD

100% Program Peningkat
an Sarana dan
Prasarana Aparatur

579,800,000

Persentase
ketersediaan data yang
jelas, akurat dan mudah
diakses tentang
pengelolaan pemerintah
daerah

100% Program Pengem-
bangan Komuni-
kasi, Informasi
Media massa

1,736,412,000

Program Pengem-
bangan Data/Informa
si/ Statitik  Daerah

51,000,000

Program Kerjasama
Informasi dengan
Mass Media

950,584,000

Program Peningkat
an Kualitas Pelayan
an Informasi

104,176,000

24 Meningkatnya
kualitas laporan
keuangan
daerah

Tingkat penilaian BPK
terhadap laporan
keuangan daerah

WTP Program Peningkat
an dan Pengem-
bangan Pengelola-
an Keuangan
Daerah

1,489,497,000

25 Terlaksananya
akuntabilitas dan
birokrasi
pemerintah
berbasiskan Web
dan seca-ra
Online (E-
Government)

Persentase peningkatan
kualitas tata kelola dan
pelayanan
pemerintahan

90% Program Perenca-
naan Pengembang-
an Kota-kota
Menengah dan
Besar

260,000,000

Jumlah informasi dan
data yang jelas, akurat,
mudah diakses tentang
pengelolaan
pemerintahan terutama
dalam perencanaan
pembangunan

1 data
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM/

KEGIATAN
ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

26 Terwujudnya
tertib
administrasi
kependudukan
yang baik

Persentase kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan
kependudukan

100% Peningkatan Pela-
yanan Publik Dalam
Bidang Kependu-
dukan

129,871,000

Persentase yang
memilik KK

96%

Jumlah dokumen
administrasi
kependudukan yang
dilayani

7
dokumen

Persentase penduduk
yang memiliki KTP
Elektronik

85% Operasional dan
Mobilisasi E-KTP

97,172,000

Persentase penduduk
yang memiliki Akte
Kelahiran

75% Peningkatan Pela-
yanan Kepemilikan
akta pencatatan
sipil

70,240,000

Jumlah dokumen profil
kependudukan yang
diterbitkan

1
Dokumen

Penyusunan Profil
Perkembangan
Kependudukan

67,660,000

27 Terwujudnya
optimalisasi
pendapatan
daerah

Persentase tingkat
realisasi Pajak Daerah
terhadap target PAD

100% Program Pening-
katan dan Pengem-
bangan Pengelo-
laan Keuangan
Daerah

1,549,421,550

Persentase tingkat
kenaikan PAD

5%

28 Terwujudnya
penatausahaan
keuangan dan
pengelolaan
aset daerah
yang akurat dan
akuntabel

Persentase asset yang
terdata

100% Program Pening-
katan dan Pengem-
bangan Pengelola-
an Keuangan
Daerah

1,937,115,000

Nilai dan Predikat
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP)

CC Program
Ketatalaksanaan

78,900,000

Nilai dan peringkat
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Tinggi Pengembangan
Data/Informasi/Sta-
tistik Daerah

112,982,000

29 Meningkatnya
kapasitas
lembaga
perencanaan
pembangunan
yang efektif dan
efisien untuk
menghasilkan
produk
perencanaan
yang aspiratif,
aplikatif, dan
akuntabel

Persentase tingkat
kepuasan masyarakat
dalam pelaksanaan
musrenbang

70% Program Perenca-
naan Pembangunan
Daerah

2,091,815,000

Tingkat keterlibatan
masyarakat dalam
pembangunan

71 Desa/
Kelurahan

Jumlah dokumen
perencanaan yang
berkualitas

4
Dokumen

dan 2
Perwako

Program Perenca-
naan Sosial dan
Budaya

163,355,317

Program Perenca-
naan Tataruang

580,800,000
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM/

KEGIATAN
ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

30 Menurunnya
angka
penggangguran

Persentase penurunan
jumlah pengangguran

1,5% Program Kualitas
dan Produktivitas
Tenaga Kerja

556,521,000

Jumlah Kerjasama
dengan pelaku dunia
usaha dalam
penyaluran tenaga kerja

30
perusaha

an

Jumlah tenaga kerja
yang berkualitas

500
orang

Jumlah Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK)
swasta dan lembaga
pendidikan non formal

25
Lembaga Dijadikan Indikator OPD

31 Mengurangi
tingkat
kemiskinan

Persentase keterpaduan
program dalam
penanggulangan
kemiskinan

75% Program Perencana
an Sosial dan
Budaya

163,355,317

Persentase menurunnya
angka kemiskinan

0,02% Koordinasi Perenca
naan Penanggu-
langan Kemiskinan
Daerah

143,700.000

Jumlah KK Miskin yang
terlayani

1.500
KK

Program Pemberda
yaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
PMKS

1,281,652,841

Jumlah KK Miskin yang
diberdayakan di Desa
Prioritas

50 KK Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Sosial

94,988,720

Jumlah penyandang
masalah Kesejahteraan
Sosial yang terlayani

280
orang

Program
Pembinaan Anak
Terlantar

48,645,000

Program Pembina
an Para Penyan-
dang Cacat dan
Trauma

58,092,500

MISI 4 :
Optimalisasi Hasil Pembangunan Dan Sarana Prasarana Daerah
Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan

Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata Ruang
Dan Mitigasi Bencana

NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/

KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/

KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

32 Meningkatnya
Kualitas
Lingkungan
Untuk
Menciptakan
Pembanguna
n yang
Berkelanjutan

Persentase sampah
Kota Pariaman
yang terkelola
dengan baik

58% Program Pengem-
bangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan

780,810,500

Jumlah RTH Publik
Kota Pariaman

14
kawasan

Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)

1,451,385,900

Jumlah jenis
pemantauan
kualitas lingkungan
yang dilakukan

3 jenis Program Pengan-
dalian Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan Hidup

129,750,000

33 Meningkatnya
Kapasitas
Penanggulan
gan Bencana
Daerah

Persentase kesiap-
siagaan dan kapa-
sitas masyarakat
dalam pengurangan
resiko bencana

100% Program Pencegahan
dini dan penanggu-
langan korban
bencana

4,045,991,000

Jumlah Kasus
kebakaran yang
tertanggulangi

100% Pencegahan dan
penanggulangan
bahaya kebakaran

921,390,000

34 Meningkatnya
kapasitas in-
frastruktur pe-
mukiman dan
perkota an
berbasis tata
ruang untuk
menunjang
aktivitas
masyarakat

Jumlah infrastruktur
pendukung aktifitas
pasar dan
kepariwisataan
sebagai penunjang
ekonomi
masyarakat

15 Jenis Program Pembangun
an Jalan dan
Jembatan

28,082,512,320

Program Pengem-
bangan Destinasi
Pariwisata

13,387,305,604

Program Peningkatan
Efisiensi Perdagang
an Dalam Negeri

415,890,000

Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan

3,673,375,000

Persentase
cakupan pelayanan
air minum dan
sanitasi berbasis
masyarakat

20% Program Pengem-
bangan dan Penge-
lolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
lainnya

1,566,100,000

Persentase
pengurangan luas
genangan air di
Kota Pariaman

25% Program Pembangun
an Saluran Drainase/
Gorong-gorong

4,017,986,900

Program Pengem-
bangan dan Pengelo-
laan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya

13,936,471,373



56

NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/

KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program
Pengendalian Banjir

496,340,000

Jumlah regulasi
tentang rancangan
detail tata ruang
kota khususnya
pada kawasan -
kawasan strategis

1 Perda
dan

1
Dokumen

Program Perencana
an Tata Ruang

398,325,000

Program Pemanfaat
an Ruang

5,537,200,000

Program Pengenda-
lian Pemanfaatan
Ruang

1,058,050,000

Program Pengem-
bangan Kota Hijau

Program Pembangun
an Infrastruktur
perdesaan

2,534,200,000

18,595,962,000

35 Meningkatnya
sarana dan
prasarana
perhubungan
dan komu-
nikasi serta
informatika
dalam
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat

Jumlah sarana dan
prasarana
transportasi darat
dan laut yang
berfungsi secara
optimal

3 jenis Program Peningkatan
Kelaikan Pengopera-
sian Kendaraan
Bermotor

55,690,000

Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Laut

455,303,000

Program Peningkatan
Pelayanan Parkir

721,270,000

Jumlah
penambahan
sarana dan
prasarana
pendukung
keselamatan jalan
raya

5 jenis Program Pembangun
an Sarana dan Prasa-
rana Perhubungan

503,075,441

Program Pengenda-
lian dan Pengamanan
Lalu Lintas

544,740,000

Jumlah sarana dan
prasarana
pendukung
keselamatan jalan
raya yang dipelihara

4 jenis Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ

252,000,000

Program Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor

55,915,000
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada

pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi

amanah. Pemerintah Kota Pariaman selaku pengemban amanah

masyarakat Kota Pariaman, melaksanakan kewajiban mempertanggung

jawabkan kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk

mengatahui keberhasilan/kegagalan kinerja Pemerintah Kota Pariaman

sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota

Pariaman Tahun 2017.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota

Pariaman yng dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disajikan dalam perbandingan

antara target tiap indikator kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini,

membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun

ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan

standar nasional.

3.2. Metode Pengukuran Pencapaian Target Kinerja
Pengukuran capaian kinerja sasaran, dilakukan dengan

menggunakan metode membandingkan antara rencana kinerja yang

diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi ditambah

dengan perbandingkan kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk
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menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman serta

menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup

penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran

Kinerja (Form. PK)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan

satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan

jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan

rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana

tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan prosentase pencapaian

rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu

memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus :

Rencana Tingkat Capaian= Persentase Pencapaian x 100%

Rencana

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,

atau semakin rendah realisasi semakin tinggi capaian kinerja, maka

digunakan rumus :

% Pencapaian kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana)x 100%

Rencana

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis

kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian

sasaran strategi sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan

untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta

indikator sasaran

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis

ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis

yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan
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kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian

capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada table dibawah ini :

No Klasifikasi Penilaian Prediket

1 85% - 100% Sangat Baik

2 69% - 84% Baik

3 53% - 68% Cukup

4 < 53% Gagal

A. Capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 adalah sebagai
berikut :

MISI 1 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETENSI, BERBUDAYA,
BERIMAN DAN BERTAQWA MELALUI PENGUASAAN IPTEK SERTA MEMILIKI ETOS
KERJA YANG TINGGI

INDIKATOR CAPAIAN
Rata-rata lama sekolah 10.38   tahun 10.09   tahun 97.21%

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/
SDLB/ Paket A

100 % 106.56 % 93.44%

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/
SDLB/ Paket A

95 % 86.68 % 91.24%

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/
MTs/ Paket B

100 % 131 % 69%

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/
MTs/ Paket B

90 % 95.07 % 105.63%

Persentase angka putus sekolah setara SD 0.5 % 0.18 % 164%

Persentase angka putus sekolah setara SLTP 0.2 % 0.14% % 199%

Persentase Angka Melek Huruf pertahun 99.70 % 99.72 % 100.02%

Jumlah kunjungan siswa keperpus takaan daerah
dan sekolah

1000  orang 116.103  orang 11.610%

Persentase tenaga pendidik dan kependidikan
yang memiliki kompetensi

80 % 89 % 111.25%

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang
mengikuti pelatihan

2.216  orang 1.421 orang 64.12%

Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana
pendukung yang memadai dalam menunjang
pendidikan

2  Sekolah 61  Sekolah 3050.0%

Jumlah armada yang berkualitas dan memadai 9 unit 9 unit 100%

Sasaran 1
Meningkatnya Aksesibilitas Dan Pemerataan Kulitas Pendidikan

TARGET REALISASI
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INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah sarana dan prasarana belajar
pendidikan non formal 2  jenis 2  jenis 100%

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase pemanfaatan TIK dalam tata
pemerintahan

100 % 90 % 90%

Jumlah kelompok informasi masyarakat
yang dibina

5 KIM 5 KIM 100%

Jumlah informasi yang disampaikan melalui
media massa / elektronik

2000 informasi 8314 informasi 416%

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase tingkat keikutsertaan siswa
terhadap kegiatan keagamaan di sekolah

80 % 80 % 100%

Persentase tingkat pemahaman
keagamaan dimasyarakat

100 % 90 % 90%

INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah Lembaga Pemuka adat yang di
fasilitasi

12 lembaga 12 lembaga 100%

Gangguan keamanan yang ditangani secara
terpadu

100 % 100 % 100%

Jumlah Kegiatan pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
Jumlah kegiatan Penyakit Masyarakat

Gangguan keamanan lingkungan  terditeksi

INDIKATOR CAPAIAN
Angka usia harapan hidup (AHH) per tahun 71 tahun 70 tahun 98.59%

Jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran
hidup per tahun

23 /1.000K H 18 /1.000K H 78.26%

Jumlah angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup

102 /100.000
KH

1 /100.000
KH

0.98%

Persentase ibu hamil yang mendapat
pelayanan Antenatal Minimal 4 kali (K4)

76 % 78.1 % 102.76%

Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya

Sasaran 6
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

TARGET REALISASI

TARGET REALISASI

dijadikan indikator OPD

Sasaran 2

Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal

TARGET REALISASI

Sasaran 5

Sasaran 4
Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa

TARGET REALISASI

Sasaran 3

Pengembangan Penggunaan Teknologi dalam Kehidupan Masyarakat Dan Tata Pemerintahan

TARGET REALISASI
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Persentase balita bergizi buruk per
tahun

2 % 1.7 % 85%

Rasio pos yandu per satuan balita
per tahun

2 /100balita 1 /100balita 50%

Jumlah penduduk miskin yang terco
ver pembiayaan kesehatan (jamkes-
mas,jamkesda dan JKSS per tahun)

9215 orang 9215 orang 100%

Persentase anak usia 0 sampai 11
bulan yang mendapat Imunisasi
Dasar Lengkap

93 % 90.9 % 97.7%

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase  angka keberhasilan
pengobatan TB paru positif (Succes
Rate) minimal 85%

84 % 93.30 % 111%

Persentase dengan IR DBD <49 per
1.000 penduduk

64 % 29 % 45%

INDIKATOR CAPAIAN
persentase Perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan

100 % 100 % 100%

Persentase pasangan usia subur
(PUS) yang menjadi peserta KB Aktif

66 % 64.60 % 98%

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB

28.3 % 28.1 % 99%

Persentase penambahan produksi
hasil padi

2.98 % 4.76 % 160%

Persentase penambahan produksi
hasil ternak

3 % 2.42 % 81%

Persentase penambahan populasi
ternak

6 % 2.04 % 34%

Jumlah rata-rata pendapatan petani
binaan

1,333,000 Rp 1,300,000 Rp 97.5%

Jumlah gerakan pengendalian
Organisme Penyakit Tanaman (OPT)
Pertanian/Perkebunan

10  kali 7  kali 70%

Penurunan Jumlah Kasus Rabies 25 kasus 180 kasus 720%

Jumlah kelompok tani yang
menggunakan TTG dan Alsintan

80 kelompok 186 kelompok 232.5%

Menigkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

TARGET REALISASI

MISI 2 : PENGUATAN STRUKTUR PEREKONOMIAN MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF BERDASARKAN POTENSI DAERAH

Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi tanaman pangan, hortikultura,perkebunan dan
peternakan yang berkelanjutan  dan berwawasan lingkungan

Sasaran 7

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

TARGET REALISASI

Sasaran 8

Sasaran 1

TARGET REALISASI
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INDIKATOR CAPAIAN

Jumlah kerjasama pemasaran hasil
produksi ternak

70  MoU 0  MoU 0%

INDIKATOR CAPAIAN

Persentase ketersediaan sumber energi
dan protein perkapita

85 % 154.82 % 182%

Persentase penguatan cadangan pangan 80 % 63 % 79%

Persentase pencapaian skor pola pangan
harapan (PPH)

92 % 87.9 % 95.5%

Persentase ketersedian informasi
pasokan, harga dan akses pangan
daerah
Persentase Stabilitas harga dan pasokan
pangan
Persentase pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan
Persentase jumlah penanganan daerah
rawan pangan

INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah jenis produk olahan hasil
pertanian

10 Jenis 9 Jenis 90%

INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah produksi perikanan budidaya 264 ton 274.99 ton 104.16%

Jumlah produksi perikanan tangkap 6500 ton 6251 ton 96.17%

Jumlah usaha budidaya yang dapat
sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik
(CBIB)

Luas areal budi daya

Jumlah Unit Pembenihan Rakyat

Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
yang bersertifikat
Produksi benih ikan unggul

Jumlah pembudidaya ikan

INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah POKWASMAS yang dibina 14  kelompok 18  kelompok 128.57%

Jumlah unit pengolahan ikan 20 UPI 20 UPI 100%

Tingkat konsumsi ikan 35  kg/kapita/th 35.5  kg/kapita/th 101%

TARGET REALISASI

Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian

Sasaran 3

TARGET REALISASI

TARGET REALISASI

Sasaran 2
Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah

dijadikan indikator SKPD

Sasaran 5
Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan

TARGET REALISASI

Sasaran 4

Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tagkap

TARGET REALISASI

dijadikan indikator SKPD
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INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah bibit restocking 50,000 ekor 56,000 ekor 112%
Luas terumbu karang yang dipelihara 10.95  ha 10.95  ha 100%

INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah koperasi  86 koperasi  72 koperasi 83.72%
Jumlah UMKM 7100 unit 7065 unit 99.51%

INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah Kawasan Pasar yang dibangun
dan ditata

3  unit 3  unit 100%

INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah alat ukur yang di tera ulang 330 unit 332 unit 100.6%
Berkurangnya temuan barang yang tidak
memenuhi standar

5 temuan 3 temuan 140%

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase pertumbuhan industri 1.7  % 1.73  % 101.76%
Jumlah industri kreatif  806 unit           809 unit 100.37%
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri
kreatif
Jumlah teknologi tepat guna yang
diciptakan

15 alat 17 alat 113.33%

INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah kawasan wisata yang dibangun,
dikembangkan dan ditata

 6  unit  4  unit 67%

Jumlah sarana dan prasarana yang
direhabilitasi

 2 unit  2 unit 100%

Jumlah dokumen perencanaan  yang
disusun

7 dokumen 4 dokumen 57%

TARGET REALISASI

Sasaran 9
Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku

TARGET REALISASI

Sasaran 10

Sasaran 11
Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata

serta prasarana pendukung

Meningkatnya Sektor Industri dan Industri Kreatif dan komoditi unggulan
TARGET REALISASI

 dijadikan indikator OPD

Sasaran 6
Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan

TARGET REALISASI

TARGET REALISASI

Sasaran 7
Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri dan UMKM dan Usaha Ekonomi Kreatif  dan

profesional
TARGET REALISASI

Sasaran 8
Tersedianya Pasar yang Representatif dan Nyaman
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INDIKATOR CAPAIAN

Jumlah team jaringan kerjasama promosi
pariwisata 6 team 6 team 1

Jumlah ivent promosi yang dilaksanakan 10 event 10 event 1

Jumlah buku statistik wisata terpadu yang
tersusun 100  buku 100  buku 1

Jumlah Bahan Promosi Wisata yang dibuat 10  jenis 10  jenis 1

Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang
dibina 50  orang 50  orang 100%

INDIKATOR CAPAIAN

Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah
yang dikembangkan, dibina dan dilestarikan

5 Sanggar 5 Sanggar 100%

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan
budaya

2 unit  2 unit 100%

INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah investor yang menanamkan modal 1 investor 2 investor 200%

Jumlah perizinan yang di terbitkan 2000  izin 1127  izin 56%

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase tingkat displin aparatur 100 % 95.7 % 96%
Persentase ketersediaan data yang jelas,
akurat dan mudah diakses tentang
pengelolaan pemerintah daerah

100 % 100 % 100%

Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal

TARGET REALISASI

Meningkatnya promosi wisata secara konsisten baik dalam lingkup regional, nasional dan
internasional

Sasaran 12

TARGET REALISASI

Sasaran 13

TARGET REALISASI

MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu
Mendorong Dunia Usaha Dan Masyarakat Lebih Mandiri

Sasaran 14
Meningkatnya jumlah penanaman modal

TARGET REALISASI

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah
Sasaran 1
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Persentase tingkat kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase peningkatan hasil tindak lanjut

Persentase penyelesaian LHP tepat waktu

Persentase tingkat penyelesaian kasus-
kasus
Jumlah Auditor sesuai kebutuhan APIP

Presentase tingkat pelayanan  terhadap
anggota DPRD

INDIKATOR CAPAIAN
Tingkat penilaian BPK terhadap laporan
keuangan daerah

WTP WTP 100%

INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah informasi dan data yang jelas,
akurat dan mudah diakses tentang
pengelolaan pemerintahan

1 data 1 data 100%

Persentase peningkatan kualitas tata
kelola dan pelayanan pemerintahan

90 % 95 % 106%

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan kependudukan

100 % 100 % 100%

Persentase penduduk yang memiliki KTP
Elektronik

85 % 96 % 113%

Persentase yang memilik KK 96 % 96 % 100%
Persentase penduduk yang memiliki Akte
Kelahiran

75 % 81.43 % 109%

Jumlah dokumen profil kependudukan
yang diterbitkan

1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Jumlah dokumen administrasi
kependudukan yang dilayani

7 Dokumen 7 Dokumen 100%

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase tingkat realisasi Pajak Daerah
terhadap PAD

100 % 87.54 % 87.5%

Persentase tingkat kenaikan PAD 5 % 3.58 % 72%

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase asset yang terdata 100% 100% 100%

Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)

CC CC 100%

Nilai dan peringkat Laporan Penye-
lenggaraan Pemerintahan Daerah

Tinggi Tinggi 100%

Sasaran 6

dijadikan indikator SKPD

TARGET REALISASI

Sasaran 2
Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah

TARGET REALISASI

Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang akurat dan akuntabel

Sasaran 4
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik

TARGET REALISASI

Sasaran 5
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik

TARGET REALISASI

Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasiskan Web dan secara Online (E-
Government)

TARGET REALISASI

Sasaran 3
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INDIKATOR CAPAIAN
Persentase tingkat kepuasan masya-rakat
dalam pelaksanaan musrenbang

70 % 68 % 97%

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan

71 Desa/
Kelurahan

71 Desa/
Kelurahan

100%

4 Dokumen 4 Dokumen 100%
 2  Perwako

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase penurunan jumlah
pengangguran

1.5 % 14 % 933%

Jumlah tenaga kerja  yang berkualitas 500  orang 125  orang 25%

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase keterpaduan program dalam
penanggulangan kemiskinan

75 % 75 % 100%

Persentase menurunnya angka kemiskinan 0.02 % 0.019 % 105%

Jumlah KK Miskin yang terlayani 1500 KK 1500 KK 100.0%

Jumlah KK Miskin yang diberdayakan di
Desa Prioritas

50 KK 50 KK 100%

Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan
Sosial yang terlayani

280 orang 280 orang 100%

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase sampah Kota Pariaman yang
terkelola dengan baik

58 % 58 % 100%

Jumlah RTH Publik Kota Pariaman 14 kawasan 14 kawasan 100%
Jumlah jenis pemantauan kualitas
lingkungan yang dilakukan

3 jenis 3 jenis 100%

INDIKATOR CAPAIAN
Persentase kesiapsiagaan dan kapasitas
masyarakat dalam pengurangan resiko
bencana

100 % 100 % 100%

Jumlah Kasus kebakaran yang
tertanggulangi

100 kejadian 234 kejadian 234%

Sasaran 2
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah

TARGET REALISASI

Sasaran 7
Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk

menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif, dan akuntabel

Sasaran 9
Mengurangi Tingkat  kemiskinan

TARGET REALISASI

Sasaran 8
Menurunnya angka penggangguran

TARGET REALISASI

TARGET REALISASI

Jumlah dokumen perencanaan yang
berkualitas

MISI 4 : Optimalisasi Hasil Pembangunan Dan Sarana Prasarana Daerah Dalam Menunjang
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata

Ruang Dan Mitigasi Bencana

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan

TARGET REALISASI
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INDIKATOR CAPAIAN

 Jumlah infrastruktur pendukung
aktifitas pasar dan keparwisataan
sebagai penunjang ekonomi
masyarakat

 15  Jenis  15  Jenis 100%

 Persentase cakupan pelayanan air
minum dan sanitasi berbasis
masyarakat

20 % 20 % 100%

 Persentase pengurangan luas
genangan air di Kota Pariaman

25 % 25 % 100%

1 Perda 1 Perda 100%

1 Dokumen 3 jenis 300%

INDIKATOR CAPAIAN
Jumlah sarana dan prasarana
transportasi darat dan laut yang
berfungsi secara optimal

3 jenis 3 jenis 100%

Jumlah penambahan sarana dan
prasarana pendukung keselamatan
jalan raya

5 jenis 5 jenis 100%

Jumlah sarana dan prasarana
pendukung keselamatan jalan raya
yang dipelihara

4 jenis 5 jenis 125%

Sasaran 4
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta informatika dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat
TARGET REALISASI

 Jumlah regulasi tentang rancangan
detail tata ruang kota khususnya pada
kawasan - kawasan strategis

TARGET REALISASI

Sasaran 3

Meningkatnya kapasitas infrastruktur pemukiman dan perkotaan berbasis tata ruang untuk
menunjang aktivitas masyarakat
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A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017
MISI I. MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETENSI,

BERBUDAYA, BERIMAN DAN BERTAKWA MELALUI
PENGUASAAN IPTEK SERTA MEMILIKI ETOS KERJA YANG
TINGGI

Sasaran 1
Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Kulitas Pendidikan

2017 2016 2015
1 Rata-rata lama sekolah 10.38  tahun 10.09  tahun 97.21% 86.70% 100%

2 Persentase Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/ MI/ SDLB/ Paket A

100  %      106.56 % 93% 94.26% 100%

3 Persentase Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/ MI/ SDLB/ Paket A

95  %        86.68 % 91.24% 93.70% 100%

4 Persentase Angka Partisipasi Kasar
(APK) SLTP/ MTs/ Paket B

100 %           131 % 69% 67.59% 100%

5 Persentase Angka Partisipasi Murni
(APM) SLTP/ MTs/ Paket B

90 %        95.07 % 105.63% 80% 100%

6 Persentase angka putus sekolah
setara SD

0.5  % 0.18  % 164% 188.0% 100%

7 Persentase angka putus sekolah
setara SLTP

0.2  % 0.14  % 130% 170.0% 100%

8 Persentase angka melek huruf
pertahun

99.7  % 99.72  % 100.02% 100.10% 100%

9 Jumlah kunjungan siswa ke
perpustakaan daerah dan sekolah

1000  orang 116.1103  orang 11.611% 450.1% 100%

10 Persentase tenaga pendidik dan
kependidikan yang memiliki
kompetensi

80  % 89.14  % 111.43% 112.5% 100%

11 Jumlah tenaga pendidik dan
kependidikan yang mengikuti pelatihan

2216  orang 1421  orang 64.12% 36% 100%

12 Jumlah sekolah yang mendapat kan
sarana pendukung yang memadai
dalam menunjang pendidikan

2 Sekolah 61 Sekolah 3050% 4100% 100%

13 Jumlah armada yang berkualitas dan
memadai

10  unit 9  unit 90% 90% 90%

321% 436% 99%Rata-rata capaian

Capaian Tahun
No. Indikator Kinerja Target Realisasi

Berdasarkan tabel sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan

pemerataan kualitas pendidikan tahun 2017 terdapat 13 ( tiga belas )

indikator kinerja sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja 321%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang rata-rata capaian sebesar

444%, pada tahun 2017 adanya penurunana capaian yang cukup tinggi,

yaitu sebesar 122%, sedangkan dari tahun 2015 dengan rata-rata capaian

107% pada tahun 2016 naik sebesar 337%.

Sasaran strategis meningkatnya aksebilitas dan pemerataan kualitas

pendidikan tahun 2017 adanya pengurangan jumlah indikator kinerja dari


